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BA' B I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Allah sWT menurunkan wahyu berupa al Jur'an kepada
Muhammad untuk disamp-:ikan kepada ummat manusia, agar di
jadikan petunjuk keselamatan hidup didunia dan kelak di -
akhirat, sebagai aturan hukum dan pedoman hidup. Ini berar
ti setiap manusia terlebih lagi merska yang menyatakan ber
iman kepada Al-=Qur'an harus selalu mematuhi dan menjalan--

kan (mengamalkan) Syari'at Islam yang terdapat didalamnya.

Sebagai salah satu segi aturan hukum yang terdapat
didalam Al-Qur'an adalah tentang larangan melakukan tuduh-
an-tuduhan jelek terhadap pihak lain. Sebagaimana diatur -
dalam firman Allah SWT surat An Nuur ayat 11 :

‘ . * \ . o . ’ . . \’
,ﬁ\“" w§,é>_m w.‘ha}\f_g\e'u.)s O\
T I et i B
U'A\Q_ﬂg\uﬂ " \'v bﬂ [Q »
- . ' . o

\“/-‘j\>,{..¥""%"\)""’3.ﬁ‘\!‘“’°-ﬁ\9 D
Artinya :

"Sesungouhnya orang-nrang yang membaw: berita bohonn
itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu -
kira bahwa berita bohono itu buruk bagi kamu. Tiap -
tiap seseorang dari mereka mendap~t balasan dari do-
sa yang dikerjakannya, Dan siapa diantara mereka ya-
ng mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran be
rita bohong itu baginya adzab yang besar (Al 7Qur'an
24 ayat 11) ( Depag 19389 : 544),



Suatu tuduhan yang tidak dapat dibuktikan <dengan
benar, pada dasarnya adalah merupakan kebohongan, dan kebg
hongan ini adalah tabiat yang tidak baik. Sehingga sudah -
sewajarnyalah bagi penuduh yann dapat merusak nama haik =
dan kehormatan seseorang dijatuhkan sebagai hukuman atas

perbuatannya.

Akan lebih parah lagi akibatnya apabila hal yang d
dituduhkan itu berbentuk tuduhan berbuat zina, sebab perbu
atan ini berkaitan erat dengan masalah status keturunan se
seorang, dan juga bagi penderita yang adanya tuduhan berby
at zina dia akan merasa malu dihadapan umum dan penderita-

an itu akan berlanaosung lama,

Dalam hukum Islam, tuduhan semacam ini (herbuat =zi
na) disebut dengan istilah gadzaf, tentu saja bagi si peny
duh yang tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya akan
diancam dengan sanksi hukuman, ya'xni hukuman yang telah di
tentukan oleh Allah (hukuman had). Sebagaimana firman Allah
swt, surat An Nuur ayat 4 :

- ‘\W" “dues , LA &)wa«l‘UfJﬂuﬁ‘
bo}'oWMrb D Vs Alru-"\—w e WEL WA
Ct JJ‘)\)U}‘L‘“‘“’S\J"‘Q BUAFIE

Artinya :

"Dan orang-orang yano menuduh wanita-wanita yang baik-



baik §{berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan em-
pat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu)
delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima ke
saksiannya buat selama-lamanya. Dan mereka itulah ors
rang-orang yang fasik (Al Qur'an 24 ayat 4) (Depag =
1989 : 543 ).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mengatur masalah tu
duhan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang dan ken-
cemarkan kehormatan. Kejahatan tuduhan dalam KUHP disebut
dengan delik penghinaan, yang terdapat pada pasal SjD -
321 KUHP. Seseorang akan dikenakan sanksi delik penghina-

an.

Penghinaan dalam bab ini terbagi menjadi enam ma-
cam yaitu menista (pasal 310 ayat 1), menista dengan su =-
rat (pasal 310 ayat 2), memfitpah (pasal 311), penghinaan
ringan (pasal 315), mengadu secara menfitnah (pasal 317),

menuduh secara memfitnah (pasal318) (Sugandhi 1981 :331).

Semua bentuk penghinaan itu merupakan delik aduan
sehingga hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari-
orang yang dirugikan (dihina), kecuali penghinaan terhadap
pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugasnya secara -
sah (psl 316),Delik tersebut merupakan delik aduan mutlak

( Anwar 1986 : 145 ).

- Sasaran penghinaan itu haruslah diarahkan kepada ma
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nusia perorangan. Jalannya bukan instansi pemerintah, pe

ngurus suatu perkumpulan dan lain-lain. Walaupun nanti -

dalam penjelasannya memuat dan menerangkan tentang pasal-
pasal lain yang ada hubungannya dengan masalah diatas. A-
pabila sasaran penghinaan itu bukan manusia perseorangan,
maka pasal-pasal khusus seperti : pasal 134 dan 137 menge
nail penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, pa -
sal 142-144 mengenai penghinaan terhadap kepala negara A-
sing, pasal 156~-157 tentang penghinaan terhadap segolong-
an penduduk, pasal 207 dan 208 tentang penghinaan terha -

dap kekuasaan yang ada di Indonesia (Sugandhi 1981 : 330).

Mengenai pasal-pasal yang akan dibahas dalam skrip

81 ini yaitu antara pasal 310-321 KUHP. Sedangkan pasal-pa
sal yang lain tentang penghinaan seperti yang telah dise-
kan diatas tidak~dibahas dalam skripsi imi. Hal ini dalam
rangka membatasi masaiah agar tidak terlalu melebar. Peng
hinaan yang telah dibedakan menjadi enam macam itu mempun
yal unsur-unsur yaitu : Menista yang dalam bahasa Asingnya
"smaad" (pasal310 ayat 1) mempunyai unsur-unsur

1. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseors

rang dengan
2. Menuduh suatu perbuatan tertebtu, dan

3. Dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan hal itu -

pada orang banyak



4., Semuanya 1in1 dilakukn dengan lisan, apabila dilaku

kan dengan tulisan atau gambar, dinamakan menista -
dengan surat dalam pasal 310 ayat 2 KUHP (Soesilo -

1984 : 159 ),

Sedangkan memista denag surat yang dalam bahasa A -
singnya " smaadschrt " yand tersebut dalam pzsal 310 ayat
2 itu unsur-unsurnya sama dengan menista, hanya saja di -
tambah dengan unsur yaitu dilakukan denag tulisan atau gam
bar yang disiarkan atau dipertontonkan ditempat umum, di-
gantung atau ditempelkan atau juga dalam surat-surat ka -

bar, selembaran, dan pamflet-pamflet,

Berdasarkan dua pandangan baik dard segi hukum -
positif maupun hdkum Islam mengenai tindak pidana yang di-
antara keduanya itu tidaklah dapat dikétakan sama akan te-

tapi banyak juga perbédaan-perbedaannya,

B. Identefikasi masalah

Dari paparan latar belakang masalah dapat diketahui
bahwa masalah pokck yang ingin dipelajari adalah tindak pi
dana penghinaan yang diatur dalam hukum positif yang dika-

itkan dengan jarimah gadzaf menurut hukum Islam.

C. Pembatasan masalah dan perumusan masalah.




C. Pembatasan masalah dan perumusan masalah

Mengingat kompleksitasnya permasalahan yang menyang

kut perbuatan pidana penbhinaan, maka dalam penulidan skrip
si ani dibatasi dengan penjelasan tentang perbuatan pidana
penghinaan, latar belakang permasalahan, unsur-unsur hukum
perbuatan pidana penghinaan serta ancaman hukumannya, dan
analisa terhadap delik penghinaan yang dikaitkan dengan ja

rimah gadzaf.

Agar lebih praktis dan operasional maka masalah st
study ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan se
bagai berikut

1. Unsur-unsur apakah yang ada pada delik penghinaan d
dalam pasal 310-321 KUHP ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap delik peng-
hinaan dalam pasal 310-321 KUHP yang dikaitkan deng

an jatimah qadzaf %

D. Tujuan study

Bejalan demgan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka

tujuvan study ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara diskriptif unsur-unsur yang

ada pada perbuatan pidana penghinaan.

2. Untuk menganalisa pandangan hukum Islam tentang delik
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penghinaan yang dikaitkan denggn jarimah gadzaf.

Kegunaan study

Hasilstudy ini diharapkan bermanfaat sekugang-ku ~

rangnya untuk dua hal :

1.

ka

Untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hu
kum, terutama dalam masalah perbuatan pidana penghinaan
yang dikaitkan dengan jarimah gadzaf.

Juga dapat dimanfaatkan untukmmerumuskan program pembi-
naan dan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang

berkenaan dengan pergaulan sesearang dimasyarakat.

Data yang akan dihimpun

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut diatas, ma
data yang akan dihimpun adalah :
Data tentang unsur-unsur tindak pidana penghinaan memu-~
rut KUHP.
Data tentang analisa pandangan Islam terhadap delik peng

hinaan yang dikaitkan denga jarimah gadzaf.

Sumber data

Adapun data-data yang dijadikan pedoman pada pemba-
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hasan ini adalah dilakukan dengan cara study pubtaka dari
buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diba
has. Buku-buku tersebut antara lain :

1. Al-Qur'an dan terjemahnya, oleh Depag RI

2. Attasriul Jinai Al Islami, oleh Abdul Qodir 'Audah.

3. Azas-azas Hukum Pidana Islam, oleh Ahmad Hanafi.

4. Bulughul Marom, oleh Ibnd Hajar Al Asgalani.

5. Fikih Sunnah, oleh Saygid Sabig.

6. K.U.H.P. Dengan penjelasannya, oleh R. Sugandhi GSH.

7. Tidak-tindak Pidana tertentu di Indonesia, oleh Prof.

!

DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. /

8. K.U.H.P. serta komentar-komentarnya lengkap dengan
e

. pasal demi pasal, oleh R. Soesilo.

9. Kitab Undang=-undang Hukum Pidana, oleh R. Soesilo.

H. Tehnik penggalian Hata

Disebabkan study ini lebih bersifakt kepustakaan,
maka tehnik penggalian data dilakukan dengan librari Rese-
ach, dengan cara menginventarisir mengenai pendapat-penda-
pat para ulama' beserta dasar-dasar pemikirannya mengenai
perbuatan pidana penghinaan menurut hukum Islam, maupun me
nurut KUHP., Dengan semacam ini memungkinkan penulis dapat

membahas masalah penghinaan yang dikaitkan dengan jarimah-

gadzaf ini dalam bentuk permasalahan yang khusus dan -

mendetail,



I.

Methode analisa data

Adapun methode yang dipakai dalam menganalisa data

yang diperoleh adalah sebagai berikut

1.

Methode deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan -
dalil-dalil dan pendapat-pendapat yang bersifat umum un
tuk dijadikan bahan analisa terhadap data yang dikumpul
kan, sehingga dapat ditarik kesimpulan vyang bersifat -
khusus.

Methode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang
khusus, kemuddan ditarik generalisasi-~generalisasi yang
bersifat umum.

Methode komperatef, yaitu membandingkan antara kedua -
norma hukum tentang tindak pidana penghinaan dengan men
cari persamaan dan perbedaannya, kemudién ditarik suatu

kesimpulannya.
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lainnya, Pengertian inli dari firman Allah dalam Al-qur'an
surat Thaha ayat 39 :
- . e v wls . A\ . . 'n\.
ey avy 2 A 33b D U A S50

Artinya :
"Letakkanlah ia (Musa) didalam peti kemudizn lempar-
kanlah ia ke sungai (Al-cur'an 20 ayat 39) (Departe-
men Agama2 RI 1989 : ),
Arti gadzaf dalam kaitanngya dengan zina dipetik da
ri arti firman Allah tersebut. Sehingna menurut artda syara!
yang dimaksid gadzaf zina yaitu: menuduh zina (Sabin 1985

2 144 ),

Didalam kitab Bidayatul fujtahid dijelaskan bahua
gadzaf adalah menuduh maqdzub berbuat zina, atau gadzif me

niadakan nasabnya, apabila ibunya =2dalah orang perempuan

merdeka dan muslimin ( Rusydi 595 H : juz 11 : 330

P
.

Ibnu Hajar Al Asoalani berpendapat bahuwa gadzaf me
nurut syara' ialah :

\_b_gl)JL}\\_}s.x__l\ P 52 ;§29¥ LJ;JJ\

Artinya

"Tuduhan zina terhadap seseorann (magdzuf) yang diua
jibkan hukuman had ( Al Asgalani tth 11 : 247 Y-, —

Dalam kitab Fichi 'ala :dzahibul ?“rba'in menyebut-

kan bahwa menurut fugaha®, gadzaf secara istilah adalah

A3 Ve S i LR (2 anaul
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iman, sehingga dengan demikian kehidupan orang-orang Islam

dapat bersih dari noda kejelekan,

Terdapat beberapa ayat dan sabda Nabi SAW, yang me-
nunjukkan keharamannya. Allsh telah berfirman dalam surat

An-Nur ayat 4-5 :

gké>3g&lk2\§;tXJU:”:kjgﬁyf¥ij3??(CJC9Q,JLJ:(194LﬁCl$LJt9-
SRR UHRRIFLEL RPN N IO BB
NSRRI PY, TS BARE P2 ARG BRSNS

Artinya :
"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-
baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan em-
gat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh -

itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu teri
ma kesaksian mereka buat selama-lamanya, Dan mereka -

itulsh orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang -
yang bertaubat:eesudah itu dan memperbaiki dirinya -
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagd Maha Pe -
nyayang (Al-Qur'sn 24 ayat 4-5) (Depag 1989 : 543 ),
Dan Allah juga berfirmsn dalam suraf An-Nur ayat 23,

24 dan 257
EOR\ TS EXPORVIC I TANC RIS PPV 1
ARz3 Qs Al e K\l (TIar o) s
33 5 B P\ s> A3 N33 Noaros (9D (5 dadpo Wl
Artinya : XD v vy JJ-.*J\> ’\/\_'__j_}a,.h KSL;\}D‘OO‘(.)‘

"Sesungguhn%a orang-orang yang menuduh wanita-wanita
yang baik-baik,yang lengah lagi beriman (berbuat -
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de

ny:s adzab yeng vesar (Al-Qur'=z=n 24 ayat 11, (Denag
199Q + 545 )
12D e D) e

Delam hal ini abi Muhrmmad SAd, bersabda :

¢ o o, Da b g S\ 5 gt t5iay
ENS TIPS R T - PPN VIS WA SN A T
PRTIVINE P I N
A, OO O 3V O Cea s 635 9

Artinya :

"Jaunilah oloh kealian tujun derksra yans men fiancur-
ken! »ars sehnabet dertinys 4 o2 segjaken tujuh perks
ra itu, ya Rasulullzh ? Nabi saw menjawad : Tujuh -
perkara itu adalah : menyekutukan Allah, sihir, mem-
bunuh manwgia yang diharamkan Allah, memakan barang
riba, memaken harta anak yatim, lari dari perang,dan
menuduh zina kenade wenita-wanita yang baik-beik, -
yanzs nelusre nadahal berimin { 2uchori tth juz VIII
218 ).

ukum keheremen gadzef iai turun denzan ayat-ayet
~l=Cur'en surat An duur ayat 11 sooerti vono tersobut di -
otas disebsbkan terjediny:z suatu berita ohong (tuduhan zi
na) ysng menimpa ates diri Siti Lisyah. Sebagaimena terda-

pat hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi :

O o¢% e 0N 1 =3 s a h ez (5
RSN VISP T SURIOR (NG VI 2 T VLS U WR NN
N TIINUSNIE TU NLPRZE SV RN IR VT
Artinya :

"Dari hAisyak ra, berkata : ketika turun ayat pembeba
san diriku, Nabi berdiri diatas mimbar menuturkan -
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menuturkan masalah tuduhan zina dan membacakan ayat-ayat -
al Qur'an yang menjelaskan persoalan itu; maka ketika Nabi
*tyrun deri mimbar, beliau menyuruh sahabat. untuk mendera -

dua orang laki-laki dan seorang perempuan agar dipukul ka-
rena had ( Tirmidzi tth jus V : 47 ).

Allah Jjuga telah berfirman pula dalam surat An-Nur
\ P
o~ - Ve EANRE - .
' - * * (\\:’ - . s
AR \h—rr sy JLé)\Q)\s.j \kaj(\ru.ﬁo‘\,

" Bengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu-
rang-orang mu'minin dan mu'minat tidak bersangka-
aik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa ti

dak) berkata : "Ini adalah suatu berita bohong ang
nyata" (All-Qur'an 24 ayat 12) (Depag 1989 : 545),

Juga dalam surat An-Nur ayaE.22 Allah berfirman :
AN\ Tosoovasills sl sing o) Ly,
~ . . PO Co 7
FEEZARPE E VA AN‘}«M.. 3%%@5
- . - - N
(YY) A7 arally T NG B W

Artinya :

ayat 12

" Dan janganlah orang-orang yang mempunyai ke lebihan-

dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka
tidek)akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat .
nya)! orang-orang yang miskin dan orang-orang yang-
merhijrah pada jalan Allsh, dan hendaklah mereka me-
ma'afkan den berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin
bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah: adalah Maha Pe-
ngampun lagi Msha Penysysng (Al-Qur'an 24 ayat 22) -
(Depag 1989 : 546-547),

Dengan turunnya suret An-Nur ayat 22 di atas ini ber
hubungan dengan sumpah Abu Bakar r.a, Bshwa dia tidak akan-

memberi apa-apa kepada kerabatnya ataupun orang lain yang -

terlibat dalam menyiarkan berits bohong tentang diri Aisyah,
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delapan puluh kali dera ( Sabiq 1986 XI : 151 ).

Mengenai hal ini, yang jelas bakwa maksud dari Al-

Qur'an surat An Nuur ayat 4 tentang orang yang menuduh zi
na adalah orang yang melontarkan sesuatu ucapan yang menun
jukkan arti tuduhan zina. Baik ucapan itu diartikan menurut
bahasa, agama atau adat. Disamping itu situasi dan kondisi
menunjukkan bahwa orang yang melontarkan ucapan itu tidak

ada maksud lain kecuali menuduh zina. Lagi pula tidak ada
tafsiran yang menunjukkanbaliua ucapan yang dilontarkan itu
tidak dimakdud menuduh zina. Oleh karena itu ia harus dij
jatuhi had gqadzaf, Demikian juga apabila ia melontarkan u-
capan yang tidak ada relevansinya dengan tuduhan zina, te-
tapi ia mengatakan bahwa ucapan tersebut dimaksud untuk -~
menuduh zina, maka ia harus di had. Hal demikian relevan -
dengan pendapat yang mengatakan, bahwa jika pernyataan de~
ngan ta'ridl itu samar dalalahnya atas ziha maka tidak ada
hukuman had, dan jika jelas dalalahnya dikenakan hukuman -

had gadzaf ( Dahlan 198v : 37 ).

2. Unsur kedua, orang yang dituduh zina (maqdzuf) adalah -

orang baik~baik (ihshan).

Disyaratkan bahwa orang yang dituduh zina (magdzuf)

dalam keadaan ihshan baik laki-laki atau perempuan. Dengan

demikian apabila maqdzuf bukan ihshan maka hukuman had a -
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atas diri orang yang menuduh (gadzif) menjadu gugur (As -
Syirazi tth : 273 ). Syarat yang demikian berdasarkan fir
man Allah dalam surat An Nuur ayat 4 dan 23, Ihshon dalam
ayat 4 maksudnya adalah tidak terkenal suka berzina (Audah
tth : 474 ) dan terkenal orang yang merdeka. Ihshan dalam
ayat 22 artinya wanita yang merdeka (Audah tth : 474 ). O
leh karena itu dua ayat tersebut menunjukkan syarat ihshan
yaitu Islam, merdeka dan tidak suka berzina (ifah). Dan -
karena itu pula para ulama lalu sepakat bahwa magdzuf ha-
rus memilki lima syarat yaitu :
1. Merdeka
2. Baligh
3. Berakal
4, Islam
5. Ifah (terkenal tidan suka berzina).
- Merdeka

Merdeka termasuk syarat yang harus ada pada maqdz
uf apabila magdzufnya itu budak, baik mélik gadzifnya sen
diri atau bukan , maka qadzifnya tidak dapat dikenai huku
man dera. Hal ini dikenakan martabat budak tidak sam deng
an martabat orang merdeka. Jumhur fugaha8 séluruhnya sepa
kat adanya syarat merdeka pada mgadzuf. Tetapi hal ini -

masih terdapat perselisihan antara mereka.

Sebagian ulama , memandang bahwa bagi orang merdeka

yang menuduh berbuat zina maka dikenakan had. Mereka ber-
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alasan bahwa hikmah had ini adalah mencegah tersiarnya keje
lekan dan menghilangkan pandangan umum dari ucapan yang je-
lek. Oleh karena itu hikmah berkaku bagi tuduhan terhadap
hamba dan lainnya. Karena hamba menpunyai kehormatan yang
perlu dijaganya sebagaimana kehormatan orang merdeka ( -

( bahlan 1989 : 33 ).

- Baligh atau dewasa dan berakal

Kedewasaan dan berakal merupakan syarat pula bagi
orang yang dituduh zina (magdzuf). Dengan demikian, berarti
apabila orang yang dituduh berbuat zina itu orang yang ke-
hilangan akal atau gila, maka yang menuduh zina itu tidak
dapat dijatuhi hukuman had gadzaf. Karena sesungguhnya huk
kuman had itu dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya, -
yaitu tidak membuat orang yang ditipu sakit hati. Pdahal o
rang gila sama sekali tidak mempunyai perasaan adanya baha
ya yang diterimanya dengan sakiy hati bila ia dituduh ber-

buat zina.

Selain syarat berakal yang harus ada pada maagdzuf
adalah syarat dewasa. Sebagai konsekwensinya syarat dewasa
maka yang menuduh zina tidaklan dapat dijatuhi hukuman had
gadzaf apabila orang yang dituduhnya zfima itu adalah anak
kecil yang belum dewasa,

- Islam
Selanjutnya Islam juga termasuk syarat yang harus

ada pada maqdzuf untuk dapat menjatuhkan hukuman had.
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Menurut jumhur ulama' jika maqgdzufnya itu bukan

orang islam atau ahli kitab, maka orang yang menuduh ti
tidak dapat dijatuhi hukuman jilid. Akan tetapi jika orang
yang dituduh tersebut anak dari orang islam maka orang ya-
yvang menuduh terkena hukuman had. Ini adalah pendapat zuh=-
ri, said bin musyyab ibnu abi laila,

Kemudian bila ada orang nasroni dan yahudi menuduh =zina
kepada orang islam yang merdeka, maka orang nasroni atau
orang yahudi tersebut terkena jilid delapan puluh kali

( Al "Qurthubi tth 111 : 174 ).

- Ifah (tidak terkenal suka berzina ).
Syarat lain yang harus ada pada magdzuf adalah sg
rat belum pernah berzina dan menjadhi perbuatan zina. kare

na demikian kuatnya syarat ini, sehdngga andai kata ada

orang berbuat zina pada awal masa remajanya, kemudian ia
bertaubat dan bertingkah laku baik sampai tua, lalu ada_6
f%ﬁé menuduhnya berbuat zina, maka yang menuduh zina ini
tidak dikenai hukuman had. Tetapi meskipun tidak dikenai -
hukuman had, yang menuduh zina tersebut h,rus dikenai sank
si, kereaa ia telah menghebohkan s3isuatu yang mestinya ti

dak boleh dihebohkan,

Dengan melihat ayat tentang qadzaf, yakni sorat An
nuur ay,t 4, disitu akan terlihat secara umum bahwa maksud

tuduhan yang terkandung didalamnya seakan-zkan hanya ditue
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jukan kepada (C;\;,;vaa) saja, sedang (C)\*pyﬁb») fidak

termasuk didalamnya, oleh karena itu ayat tersebut para ul-
lama berbera-beda dalam mengintereprestasikannya. Ada dua-

pendapat dalam penafisirkan pengertian ayat :

Pendapat pertama mengatakan had gadzaf hanya berlaku pada
(tuduhan zina kepada perempuan saja).

Pendapat lain mengatakan bahwa ayat tersebut barlaku baik
tuduhan terhadap wanita maupun tuduhan zina terhadap laki-
laki. Menurut sebagian golongan Khawairij, bahwa nas ters
sebut khusus menbenai tuduhan kepada wanita, laki-laki bu-
kan termasuk didalamnya. Karena wanita yang dituduh berbuat
zina, tuduhannya akan sangat menbekas dalam hidupnya dari
pada laki-laki. Tercemar yang disandang wanita akibat tudu
han itu tidak akan mudah terhapus sepamjang hidupnya. Se -
dang tuduhan terhadap laki-laki tidak dimasukkan oleh nas,
karena keumuman itu berlaku sekiranya ada persamaan antara
wanita dan pria mengenai aib akibat perbuatan jarimah ini,

sedang dalam hal ini tidak ada persamaan,

Menurut kesepakatan fugaha Anshor, tuduhan terhadap
muhsin adalah sama dengan tuduhan terhadap muhshonat. Hu -
kum dalam al gur'an tidak memberikan kehkususan terhadap -
salah satu dari dua jenis. Maka khithob bagi laki-laki dan

wanita tidak ada perbedaan dalam peraturan hukum.

Demikian halnya dengan pendapat golongan Dhohiri, bahuwa pe
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nyebutan terhadap salah satu jenis menyebutkan pula bagi vy
yang lain. Tidak ada perbedaan antara yang disebut itu la-
ki-laki atau wanita, kecuali jika ada penetapan kekhususan
nash dengan salah satunya. Sedang disini tidak ada kekhusu
san, maka berlakulah peraturan yang sama dengan hukum ( -

Zahrah tth : 106 ).

3. Orang yang menuduh (gadzif) berniat melakukan tindak -

pidana,

Dalam hal ini gadzif menuduh magdzuf berbuat zinaa
atau tidak mengakui hubungan keturunan, sedang mengetahui-
apa yang dituduhkan itu adalah tidak benar. Dengan adanya
niat dan maksud yang jelek dari gadzif maka pantaslah jika

ia dikenakan sanksi had. Karena gadzif yang demikian halnya
menginginkan tersebarnya kejelekan yang :tebenarnya tidak -

ada.

Mengenai gadzif para Fugaha' sudah sepakat bahwa d
dewasa dan berakal adalah sebagai syarat yang harus ada,
baik laki-laki atau perempuan, baik orang merdeka maupun -
hamba sahaya, baik orang muslim maupun bukan meslim (Rusdy
SYys H : 330 ). ‘da yang menambahkan satu syarat lagi yakni
gadzif dalam keadaan ihtiyar yaitu tidak dipaksa oleh pihak

lain ( Sabig 1986 XI : 147 ).

Ketiga syarat ini adalah merupakan pokoknya taglif
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(kena hu<um). Hukum tidak dapat dijatuhkan kepads seseorann
yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. Jadi apabila o-
rang gila, atau orang yang dipaksa menuduh zina kepada ors-
ang lain, maka mereka tidak dnapat dijatuhi hukumah had.
Hal ini berdasar kepada sabda Rabi SAL :
Coedt 8 9 Ykt G 2\ 0o 1 2 e AV
. u)ﬁ§\o\)) C£1é%|ja>‘b.§~ﬁbg\ dfg9 ;CLJ‘"C;F’

Artinya :

miukum tidak dapat dibebankan kepada tiga orang yai-

tu orano tidur sehingga i= bangun, anak kascil sshing

na ia dewasa, orang qgila hingna ia sadar (Puchori tth
: 272 ).

Kemudian sabda Mabil jpula :
w0 A 5D _Nlo\be 5 Ll Vg sl s P 0

Artinya :

"ukum ti ak dapat dibeban:n kepada umatku yang kel
liru dengan tidak sengaja, lupa dan yano dipaksa !
( Ibnu Majjah tth : 629 ).

C. Dampak jarimsah gadzaf

Sesuatu yana diperbuat olsh sessecrang tentu akan -
menimbulk=n , | s .
dampa's yann marupakan akibat dari perbuntan t-
terszhut, baik yang bersifat positidf maupun sebaliknya.
’ ! y
Dalam jarimah qadzaf akan tampak jelas sckalil adanya aki =

bat yang ditimbultkan dori perbuatan ini., Yakni akibat neqga

tif baik bagi pribacdi si karban (mag-zuf) maunun p=enoaruhe

3J
<
53]
ctr

erhada: masyarakat luas.

Akibat yang dirasakan oleh macodzuf dengan adanya -
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tuduhan berbuat zina terhadaonya dirasa sngat berat sekali.
Ia merasa malu dan harus menanggung perasaan ini secara te
rus menerus sepanjang hidupnya. Perasaan rendah diri teri-
solir dari keinginan-keinginan untuk bergaul dengan orang

lain jadi sirna akiﬁat aib yang dituduhkan kepadanya. Beri
ta tuduhan ini akan berat sekali diterima dan didengar oleh
lingkungan masyarakat luas. Sehingga masyarakat akan meng-
anggap rendah hina dina, cela dan kotor serta enggan pula-
uyntuk bergaul dengannya bahkan mendekatinya, lebih-lebih -

untuk menikahinya.

Dengan kejadian tersebut bagi sikorban dirasakan s
sebagai suatu musibah dan petaka yang sulit untuk dihapﬁsk
kan dan tidak mudah‘untuk bisa mengembalikan nama baik. -
Bersih dan suci akibat dari perkataan yang belum tentu bi-

sa dibuktikan akan kebenarannya yang dituduhkan kepadanya.

Sedangkan dampak negatif yang terjadi dimasyarakat

akibat dari perkataan bohong yang disebarluaskan, maka pa-
da masyarakat yang menjadi sumber adanya tuduhan dusta a -
kan timbul fienomena~fenomena yang tidak mengenakan yang bi
sa menyinggung perasaan seluruh masyarakat, hanya dikarena

kan tuduhan terhadap seseorang.

Lebih-lebih pada masyarakat Indonesia, yang sebagi

an besar penduduknya masih berada dikawasan pedesaan, dan
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daerah dimana pengaruh-pengaruh dumia modern belum terasa,
maka dapat dihayati, bahwa para indivudu di daerah-daerah-
tersebut berdda dalam ikatan yang kuat dengan orang =orang
lainnya didalam penghidupannya sehari-hari. Mereka sangat

megegang teguh norma-norma agama dan adst kebiasaan yang

berkaku di daerahnya -.

Dengan demikian bila seseorang di daerah tertentu,

dicemarkan nama baik dan kehormatannya maka seluruh masya-
rakat akan ikut merasakan akibatnya. 0Oleh karena itu dalam
hal ini hukum Islamlah yang dapat dan mampu mengatasi ser-
ta menetralisir situasi yang bergejolak di masyarakat mau

pun ‘segala sesuatu yang dirasakan oleh magdzuf. Hukum Islam

mewajibkan kepada penuduh menunjukkan bukti-nukti yang be-
nar dan kuat, dan apabila penuduh tidak dapat menunjukkan
bukti yang benar menurut hukum, ia dikenakan had sebagai -~
ganjaran akibat ulahnya yang tidak benar. Sebab dengan per
buatan tersebut dapat juga membahayakan bagi ketentraman -
rumah tangga, dan hal itu berarti menyakiti dan merupakan

penghinaan terhadap tertuduh yang dilarang oleh hukum.

0. Hukuman Jarimah Qadzaf

Tujuan pokok dalam p-:njatuhan hukum dalam syari'ah

Islam adalah pencegahan AN \) dan pengajaran serta -
A Rde

pendidikan ((s ‘920 3\) .
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Pengertian pencegahan yaitu menahan terhadap pem-
buat untuk tidak mengulangi perbiatannya dan menahkan orang
lain untuk menjauhkan diri dari limgkungan jarimah. Tujuan
utama yang kedua yaitu mamberi pelajaran dan mengusahakan
kebaikan terhadap diri pembuat, sehingga penjauhan manusia
terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman melain -
kan karena kesadaran diri dan kebencmannya terhadap jari-
mah serta menjauhkan diridarzi lingkungan jarimah, agar men
dapat ridgha Tuhan (Hanafi 1976 : 226 ). Maka sudah sewajar

nya, bila dalam jarimah qadzaf terdapat hukumannya,

Mengenai hukuman.terhadap orang yang melakukan tu
duhan, sudah ada dan dilaksanakan sejak jaman nabi Musa ,
tetapi lain bentuknya, Hukum pidana Mesir berbeda pandang
an dengan hukum Islam. Didalamnya terdapat kaidah : bahua
suatuntuduhan tidak ada yang dapat ditentukan kebenarannya=
dan wajib atas si penuduh dikenakan hukuman walaupun pada
lahirnya, bahkba apa yang dikatakannya itu adalah benar. A-
sas perundang-undangan Mesir ini adalah perundang~undangan

Eropa, karena sumbernya satu yaitu Romawi,

Dan dasar asasi didalam hukum pidana Mesir ini ia-
tidak bole seseorang menuduh orang lain atau mencela atau
menodainya. Maka apabila seseorang melakukannya ia dikena
kan hukuman, baik ia benar tentang apa yang dikatakannya,

ataupum tuduhannya itu tidak benar ( Audah tth : 456 ),
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Ringkasannya, dasar asasi hukum perundang-undangan
ialah melarngan perbustan menuduh, baik tuduhan dtu benar
atau salah, sama saja. Adapun hukum Islam mempunya i asas
perkataan bohong dan yang dibuat-buat, tetapi membolehkan
perkataan yang benar di dalam semua keadaan, karena itu hy
kum Islam tidak memberikan hukuman terhadap orang - oramg

yang berkata benar.

Hukum yng dikenakan dalam jarimah gadzaf adakalanya
di had dan ada pula yang dita'zir. Hukuman dikenakan kepada
gadzif, bilaman ia menuduh tanpa ada bukti-bukti yang bem
nar atau dengan tuduhan dusta. Sehingga apabila sesegrang
menuduh berbuat zina terhadap pihak lain, lalu ia tidak bi
sa mendatangkan empat orang saksi sebagai bukti atas kebe-

naran misalnya, maka ia wajib dikenakan hukuman had.

Hukuman had untuk jarimah qédzaf ini ada yang bers
sifat meteri yaitu didera delapan puluh kali, tidak bisa -
ditambah dan dikurangi . Hal ini telah ditunjukkan oleh nas
al Qur'an dan merupakan kesepakatan ijma' ( Ya'la 1974 : -
270). Dan ada pula yang bersifat edukatif, yaitu ia diang-
gap fasiqg serta kesaksiannya tidak dapat diterima selama -
lamanya karena sudah tidak adil 2agi menurut Allah dan mam

nusia,

Kedua hukum tersebut dijelskan dalan firman Allah
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dalam surat An Nuyr ayat 4.

Hukuman had ini menjadi gugur bilamana para penuduh
dapt mendatangkan saksi (mengemukakan bayyinah) terhadap t

tuduhannya dan hukum yang demikian telah menjadi kesepaka-
tan para imam ( Ash Shiddiqi 1960 : 552 ). Karena dengan -
adanya para saksi itu berarti alternatif negatit yang meng
haruskan had menjadi lenyap. Jika demikian, maka si tertu-
duh harus di had karena berzina. Demikian pula bila si ter
tuduh itu mengaku berzina atau mengaku atas kebenaran tudu

han penudunhnya.

valam hal hukuman ta'zir -gikenakan seandainya huku

man hao tidak berlaku sepenuhnya. Misalnya untuk tuduhan -

palsu berbuat zina yang ditujukan kepada orang kafir atau -
seorang budak, bayi pendapat yang mengatakan bahwa orang

Kafir dan budak bukan termasuk golongan muhshon. Hukuman -
ta'zir juga berlaku bagi tuduhan palsu yang tujukan kepada
orang muslim, tetapi tuduhannya itu tidak termasuk kedalam
perbuatan gadzaf misalnya tuduhan dengan ucapan "0h orang

yang berbuat dosa dan fasiq", mencaci,memaki dan sebagainya.

Bila hamba menuduh zina kepada orang. merdeka yang
muhshon, maka jelas ia harus di had. Akan tetapi apakah had
nya itu sama dengan hadnya orang yang merdeka atau setengah
nya., Hal ini para ulama berbeda-beda pendapat dalam menga-

nalisa, karena tidak HKijelaskan oleh sunnah Nabi,
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Menurut Jumhur fugeha', bahwa hamba apzbila menuduh
oranz merdeks, hulkumennyc adsolah sepzruin orans merdeks, ja-
Al emoet pulun ka'li derc, boik 1-ki-leki meudun Heremduan,
Pendanat demikian berdoser rivieyst dori Tsauri dori Jetfar

1

bin uhemnad deri ayahnye brave L1L es,. Derkets o

(Gde D ols r) Lazs PRV L SURNAW

s .

"Bahwa hemba yans menuduh mins Keneada orong merdeka
rka 4ijilid emoct oulun kali (Rehman 1963 juz V
AY

Pendonat inl juze diriwcystken diri kKiolifsh-kioliich .. =
yensg emmat @
0 PN Do B S, s an S e
3 \ . . . . . . -
JJ\S} Lﬁ}f,ﬂ4%?Jﬂ¢k{9 ;MJLPA\L9°JH6-)44 (® 9 L&t 5
( U/L‘.'HOL’I) Laes 3o DAl 2
Aricinyo
"Dari .. bdullah bin Umar ra. bcohwa Nebl persabda : A-
bu Bakar, Umer, Utsmen dan orznz—-oranz setelah mere-
ka, menjilid orang yang menuduh zina sebanyak empat
puluh kali ( Al Asqgalani tth : 275 ).

Dan juga berdssar firmen Allah :

artinya :

"Dan anabila mereka telzh menjega diri dengen kawin,
kemudian mercks menzerjskrn nerbustan yanz keji (zi-
na), mska atar mer-ke soyrro awkumen dori aukuman we
nite-wanita merieke yanz berguami ( Depag 1939 :121).

Pegrngan  Jumiur fugroho!' £del-n dinersomckennya ukuman .i—

hamba delem grdzaf deonyrn huwlnmenays d-lam nerbuston zincg,
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Fugaha lain mengatakan hukumannya sama dengan hu -
kuman orang merdeka. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Mas
'ud ra, dari kalangan sahabat dan dari Umar bin Abdil Azis
Al Auza'i, Dawud beserta murid-muruinya dari segolongan -
Dhohiti. Mereka memandang bahga had gadzaf bagi hamba itu
delapan puluh kali dera adalah memegangi hukuman ayat al -
Qur'an. Lagi pula para fuqaha sudah sepakat pendapatnga -~
bahwa hukuman hamba "mukatab" adalah delapan puluh kali ji

lid maka jumlah tersebut lebih pantas lagi unt uk hamba.,

Menganai orang yang melaksanakan hukuman, maka pa-
ra imamlah yang melaksanakan dalam gadzaf, tanpa diperseli

sihkan lagi ( Rusydi t&h : 331 ).

Tentang hapusnya hukuman maka para fugaha berbeda
pendapatnya, tentang apakah hukuman tersebut menjadi hapus
atau tidak dengan pengampunan gadzif.

Abi HaniFah berpendapat bahwa had gadzaf itu adalah hakk -
Allah. Bila perkara gadzaf itu sudah sampai pada hakin, ten
tu hakim harus melaksanakan had, tidak bisa hapus me sk ipun
si tertuduh telah memaafkan atau tidak menuntut had atas -

diri si penuduh.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa had gadzaf itu hak

manusia. Sebagai konsekwensinya pendapat ini, maka hakim t

tidak boleh menjatuhkan had kecuali bila si tertuduh menun



tut., Dan had gadzaf ini juga bisa si tertuduh telah memaaf
kan. Taubat tidak berguna bagi si penuduh bila si tertuduh

tidak membebaskan haknya atau memaafkannya (Sabig 1989 :158).

Sebagian fugaha mengatakan, bahwa had tersebut mem
jadi hak Allah dan manusia bersama-sama, dan ia telah meng
uatkan hak imam, apabila sudah sampai kepadanya, maka ia--~

mengadakan pemisahan apakah sudah sampai kepada imam atau
belum. Apabila sudah sampai kepada penguasa maka pemaafan
tidak boleh dan apabila belum sampai kepada penguasa maka
pemaafan atau pengampunan dari si tertuduh itu boleh -

( Rusydi tth : 331 ).



BAB III
DELIK PENGHINAAN DALAM KUHP

A. Pengertian Delik' Penghinaan

Delik penghinaan diatur dalam bab XVI pasal 310
sampai dengan pasal 321 KUHP buku ke II Kitab Undang-un-

dang Hukum Pidana,

Sebelum menerangkan tentang delik penghinaan yang
tersebut dalam pasal ini, ada baiknya yang diterangkan di-
sini apa sebenarnya yang diartikan dengan delik penghina

an itu.

Kata delik berarti peristwa (perbuatan) yang dapat
dihukum (karena melanggar hukum atau undang-undang) (Poer
wodarminto 1976 : 237 ). Dalam kamus hukum, pengertian de
lik ini disebutkan sama dengan pengertian tersebut, yaitu
tindak pidana perbuatan yang diancam demgan hukuman ( Su-

bekti 1985 : 39 ).

Dari pengertian tersebut diatas dapat diambil pel
lajaran bahwa setiap perbuatan yang melanggar undang-unda
ng akan diancam dengan hukuman, dimana perbuatan tersebut

oleh pembentuk undang-undang ditetapkan sebagai perbuatan

yang dilarang. Perbuatan yang diancam bisa berarti mening



galkan perbuatan yang seharusnya dilakukan atau diperintah
kan, dan boleh jadu melakukan suatu perbuatan yang harus

ditinggalkan atau perbuatan yang dilarang,

Kemudian menurut Prof. Moeljatno, SH. bahwa perbu-
atan yang dihdkum pidana dilarang dan diancam kepada bara-
rangsiapa yang melanggar larangan tersebut dimamakan de -
ngan delik. Dan istilah delik ini disebut juga sebagai per
buatan pidana, yang dalam sistim KUHP sekarang terbagi da-
lam dua jenis, yaitu : kejahatan (misdrijven), misalnya -
pencurian (pasal 351), penggelapan (pasal 378), pembunuh-
an pasal 338, danlain sebagainya, dan pelanggaran (overtez;
dingen) misalnya kenakalan (pasal 489), pengemisan (pasal

540) dan penggelandangan (pasal 505) (Moeljatno 1980 : 1),

Pengertian delik disini mempunyai arti yang sama
dengan istilah jarimah dalam Islam., hanya pemakaiannya -
yang berbeda, Istilah delik biasanya selalu dipakai beru-
rutan dengan istilah-istilah yang dipakai dalam hukum pida
na atau hukum positif. Jarimah digunakan bersama dengan is
tilah-~istulah dalam hukum Islam, misalnya menyebut jarimah
hudud, jarimah qadzaf, jarimah gishash, diyat dan sebagai=-
nya, Dan juga menyebut delik korupsi, delik penghinaan, d

delik culpa dan sebagainya.

Penghinaan berasal dari kata dasar ''hina'" yang men
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dapat awalan pe- den akhiran -an, Sehingga kata "hina'" ini
setelah mendapat imbuhan pe- dan -an menjadi kata benda

penghinaan,

Penghinaan berarti fitnah, perbuatan menghina (kan)
atau hal menghina (kan) ( Poerwodarminto 1975 : 353 ). Da-
lem hultum pidana tidak ada penegesan dalam pasal-nasal -
yang termuet didalamya, apa yang benar-benar diertikan de
ngan kata penghinaan., Aken tetapi secara implisit pengerti
an ini terdapat pada pasal-paszl tersebut, pasal pertama -
yaitu pasal 310 yang berbunyi :

"Barangsiapa sengaja meruszk kehormatan atau nama baik
seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu -
perbuatan dengan meksud yanz nyata akan tersiarmya tu-
duhen itu, dihukum kzrene meniste,dengan hukuman penja
ra selama-lamanya sembilan bulan 2tau denda sebanyak -
banyaknya Rp 4500 ( Soesilo 1983 : 225 ).
Pesal ini memuat tindek pidena yang dinamakan menista (z -
( smaad ). Pasal 311 yang berbunyi -:
"Barangsiapa melakukan kejzhatzn menista atau menista-
dengan tulisan, dalem hal iaidiizinkan untuk membukti-
kan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikanden
Jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya ti -
dak benar, dihukum karena salzh memfitnsh dengan hukum
an dengan hukume2n penjara selama-lamanya emvat tahun
( Soesilo 1983 : 227 ).
Pasal ini memuat tindak pidana yang dinamakan "memfitnah "
(laster) tanpa memakai kata " menghina ",
Baru pada pasal 314 terdsnat kata-kasta " hina " nasal ter-
sebut berbunyi :
"ilelau orang yanz dihinaken dengan keputusan hakim yang

sudah tetap, telah dipersalahkan melekukan perbuestan -
yang dituduhken itu, meka tidzk boleh dijatuhkan hukum
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an karena menfitnah ( Soesilo 1983 : 228 ).

Sedangkan pasal 315 yang berbunyi antara lain :

"Tiap~-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersi-
fat menista atau menista dengan tulisan, maka hukuman
penjaranya selama empat bulan duz minggu atau denda se
banyak-banyaknya Rp 4500 ( Soesilo 1983 : 228 ).

Pasal tersebut memuat suatu tindak pidana yang dinamakan -
"penghinaan bersahaja" dan y-ng diartiakan dengan : setiap
penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista.

Dari pengertian tersebut nampak bahwa "menista" adalah me-
rupakan suatu sifat dari "penghinaan". Untuk mengetahui -
arti "penghinaan™ maka harus diketshui terlebih dahulu ar-

ti " menista ",

Tindak pidana penistaan ini oleh pasal 310 dirumus

D&
a .

ﬁ%ﬁ gﬁ%@ I : dengan sengaja menyerang kehormatan atau na-
d

ma baik

[019]

engan jalan meniduh dia melakukan sesdatu perbuat
an tertentu dengan tujuan yang nyata untuk menyiarkan tudu
han itu kepada khalayak ramai.

Disini disebutkan suatu perbuatan berupa : dengan sengaja-
menyerang kehormatan dan nama baik orang, sedangkan kata -
kata seianjutnya yaitu : dengan jalan menuduh dia melaku -
kan suatu perbuatan tertentu dengan tujuan yang nyata un -
tuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai. Kata-ka-
tas tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana penista-

an yang merupakan sifat atau pengkhususan dari "penghinaan{

Dengan demikian kalau pengkhususan atau sifat ini
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dihilangkan sebagaimana terdapat pada pasal 315 yang meru-~
muskan sebagai : "setiap penghimaan dengan sengaja yang ti
dak bersifat menista maka tinggal perbuatan ; menyerang ke
hormatan atau nama baik orang. Sehingga dapat dianggap bah
wa penghinaan berarti : menyerang kehormatan atau nama ba=-

ik orang.

Jadi yang dinamakan dengan penghinaan y2itu : me =-
nyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Yang diserang-
itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini
hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehorma
tan dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemar-
kan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkunga
nafsu birahi kelamin. Perbuatan-perbuatan menyinggung ke -
hormatan dalam lapangan seksuil ini tidak termasuk dalam
kejahatan penghinaan, akan tetapi masuk kejahatan kesopan-
an atau kejahatan kesusilaan yang diancam hukuman dalam
‘bab XIV pasal 281-303 KUHP buku ke dua KUHP (Soesilo 1983:

-

157 ).\

Dari keterangan-keterangan diatas dapat disimpulkan
bahwa pengertian delik penghinaan ialah suatu perbuatan -
yang dilakukan dalam bentuk dengan menyerang nama baik ata
u kehormatan seseorang. Karena perbutan ini termasuk perbu
atan yang dilarang oleh undang-undang dimana melanggar pa=-

sal 310-321 KuUHP, maka bagi pelaku perbuatan tersebut akan
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dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan perbuatan dan pasal

mana yang dilanggar.

Perbuatan penghinaan bersifat menyerang nama baik
orang, maka disini nampak sifat obyektif dari penghimaaan
yaitu sampai dimana nama baik orang itu dimata khayalak -

ramai menurut sebagai akibat perbuatan penghinaan.

Lain halnga dengan bagian pengertian penghinaan -
yang berupa menyerang kehormatan orang. Perbuatan penghi-
naan yang menyinggung rasa kehornatan seseorang ini sang-
at konkrit, Dan rasa seseorang itu pada pokoknya bersifat
subyektif. Sehingga kini timbul persocalan, apakah adanya-
perbuatan suatu penéhinaan harus digantungkan kepada si -
korban merasa tersinggung dalam rasa kehormatannya atau -
tidak ?. Menurut Prof. DR, Wirjono Projodikoro, SH. menga
takan bahwa hal ini tidak mungkin karena setiap orang mem
punyai rasa kehormatan yang berlainan satu dari yang lain.
Ada yang sangat mudah merasa tersinggqung, ada yang tidak

begitu mudah dan ada yang jarang merasa tersinggung, se -

hingga bagi para pengusut, dan pemutus perkara pidana,

tidak ada patokan untuk menentukan, kapan terjadi suatu

penghinaan.

Maka rasa kehormatan ini menurut Wirjano, harus -
diobyektifkan sedémikian rupa, dan ditinjau dengan suatu-

perbuatan tertentu seorang biasa pada umimnya akan merasa
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tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahuwa seorang
anak yang masih sangat muda belum dapat merasa tersinggung
dan bahwa seorang yang sangat gila tid~k dapat merasa ter-
singgung maka tidak mungkin ada tindak pidana penghinaan -

terhadap kedua jenis orang itu( Wirjono 1986 : 9v ).

Menurut Wimjono pula bahwa dalam usaha beliau unt-
tuk menemukan suatu ukuran, sampai dimana suatu perbuatan
‘merupakan penghinaan maka terletak pada rasa harga diri da
ri seorang yang diserang. Beliau mengakua bahwa ukuran ini
sangat kabur karena setiap orang mempunyai rasa harga diri
sendiri yang masing-masing tentunya juga berlainan dalam -
hal tersebut sampai dimana harga diri itu tersinggung. Te-
tapi justru dengan adanya sangat beraneka uarné rasa harga
diri ini beliau tidak mupakat, misalnya menganggap seorang
tidak boleh merasa tersinggung apabila ia dikatakan kurang

pintar atau kurang cakap.

Kenyataannya ialah bahwa rasa tersinggung itu tid-
dak dapat diukur dengan soal wujud yang diserang, tetapi -
ada perasaan penting pada cara mengeluarkan kritikan dtu -
dan pada pemilihan kata-kata tertentu. Misalnya kalau dipa
kai perkataan "tolol" atau "goblok®. Dan cara ini dipenga-
ruhi oleh maksud si pengritik. Maksud ini mungkin sekali -
justru untuk menyakiti hati orang itu, setidak-tidaknya §i
pelaku mengetahui bahwa dengan cara mengritik hati orang -

yang diserang akan tertusuk. Dengan demikian juga dapat
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dimengerti bahwa dikalamgan sarjana hukum bar=t =da gagas
an yang mensyaratkan penghinaan pada tujuan untuk menghi=-

na.

Dan juga secara obyektif dnalam menilai ap=kah su-

atu perbuattan merupakan penghinaan, orang harus mulai -
menayakan kepada diri sondiri, bwgaimana rasanyn apabila-
ia sendiri diserang secara demikian. Inilah yang dalam

bahasa Jawa masuk anjuran harus tepo seliro (Wirjono 1986

$ 97-938).

ED.Unsur dem macam delik pemghinaan
Penghinaan itu dibedakan atas enam macam :
1. Menista, pasal 310 (1 ).
2. Menista dengan surat, pasal 318 (2)
3. Menfitnah, pasal 311
4. Penohinaan ringan, pasal 315.
5. Mengadu secara menfitnah, pasal 317, dan

6. Tuduhan secara menfitnah, pasal 318.

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut, apabiz
la ada pengaduan dari oarang yang menderita (delik aduan)
kecuali bila penghinaan-penghieaan itu dildakukan terhadap
seorang pegawai negeri yana sedang menjalankan pekerjaan-
nya yang sah (pasal 316, 319). 0Obyek dari pada penghinaan
tersebut diatas harus manusia perseorangan, maksudnya bu=-
kan instan pemerintah, p=nourus suatu perkumnulan, seqol-

longan p=nduduk dan lain-lain, Bila obyeknya itu bukan ma
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-

nusia perseorangan, maka dikenakan pasal-pasal khusus seper
ti : pasal134 dan 137 (penghinaan pada Presiden dan takil -
Presiden), pasal 142, 143, 144 (penghinaan terhadap kepala
Negara Asimg0, pasal 156 dan 157 (penghinaan terhadap se -
golongan penduduk), pmsal 177 (penghinaan terhadap pegawai
Agama), pasal 183 ( penghinaan orang yang tidak mau duel),
pasal 287 dan 208 (penghinaan terhadap keksasaan yang ada-

di Indonesia) ( Soesilo 1983 : 225 ).

Tentang macam-m~acam penghinaan ini akan dijelaskan

satu persatu.
1. Menista
Menista dalam bahasa asing dinamakan"smaad'" terse-

but dalam pasal 310 ayat 1 KUHP, yang berbunyi
"Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik
seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu-
perbuatan dengan maksud yang nyata 2kan tersiarnya tu-
duhan itu, dihukum karena meniste, dengan hukuman pen-
jara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak
nya Rp 4500 (Seesilo 1983 : 225 ).

Adapun unsur=unsur dari ini adalah:

a. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

dengan

b. Menuduh sesuatu perbuatan tertentu dan

c. Dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan hal itu padaz
orang banyak

d. Semuanya ini dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan
dengan tulisan atau gambar,dinamekan menista dengan su-
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rat tersebut dalam ayat (2) dari pasal 310 KUHP,

"Menuduh" sesuatu perbuatan yang tertentu artinya
perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu tindak pi
dana, seperti dituduh mencuri, berzina, mengelapkan dan -
sebagainya, tetapi cukup dengan perbuatan biasa, sudah ba
rang tentu suatu perbuatan yano melakukan, asal perbuatan
itu perbuatan yang tertentu, misalnya : mendaduh seseorang
pada sewaktu-waktu yang tertentu telah masuk dirdmah pels
curan, ini bukan suatu tindak pidana akan tetapi cukup me
malukan bagi yang berkepentingan, bila diumumkan pada o -
rang banyak. Menurut R. oesilo tidak cukup apabila orang
hanya menyatakan : " A pernah malacur ", dengan alasan :
karena yamg dituduhkan itu harus suatu perbuatan yang ter
tentu. Jadi harus dikatakan misalnya, " A pada tanggal 5
Me1 1988 telah masuk»dlrumah pelacuran jalan Diponegoro -
dalam kota ini ". Menurut beliazu, memang kata-kata " a4 -
pernah melacur itu telah cukup membikin malu,“akan tetapi
tidak masuk unsur dari menista, hal ini mungkin dapat ma-
suk penghinaan ringan dalam pas=2l 315 KUHP (Soesilo 1983:
158 ). |

Kemudian menurut uraian !'Yirjono, bahwa perbuatan
tertentu yang dituduhkan kepada si korban ini tidak perlu
dikatakan sangat tegas dengan menyebutkan tempat dan wak-
tu perbuatan itu dilakukan, tetapi sebaliknya ti&dak baoleh

lalu kabur. Perbuatan yan: dituduhkan ini harus berdaya
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mengqurangi ehormatan atau nama baik si korban, midalnya
ia dituduh mencuri atau menipu. Jadi tuduhan ini harus -
bersifat kurang baik dalam penilaian oleh umum (Wirjono -
1986 : 98-99 ), Dari pendapat diatas terdapgt suatu perso
alan yang manpaknya kentradiksi, satu sisi berdasar uraian
R. Soesilo, bahwa perbuatan menista baru dapat teruujud a
apabila tuduhan yang dilakukan itu dengan menyebutkan su-
atu perbuatan tertebtu dan waktu tertentu. Tanpa disebut-
kan tempat dan waktu atas perbuatan itu lakukan dianggap

belum cukup memenuhi unsur menista,

Sedang menurut WYirjono, telash cukup bila ‘tuduhan
yang dilakuka itu menyebutk~n suatu perbuatan yag terten-
tu, misalnya, dituduh melakukzn pencurian tertentu (sepe-
da motor) walaupun tanpa menyebutkan tempat dan waktu per
buatan tersebut dilakukan. Asal perbuatan tertentu yang
dituduhkan itu dapat berdaya mengurangi kehormatan atau

nama baik si korban.

Pendapat Wirjono ini relevan demgan pendapat-pen-
dapat Lamintang SH. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia.
Beliau menyebutkan dengan tindakan tertentu, apabila ini
dituduhkan dengan cars yang sedemikian rupa schingga je-
las ditunjukkan su=atu tingkah laku yano nyata. Penumjuk =
kan ini tidaklah perlu ditentukan secara terperinci dan
disebutkan pula mengenai waktu dan tempatnya ( Lamintann-

1979 : 188 ).
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Unsur lain dari tindak pidana penistaan adalah mak-
sucd yang nyata untuk menyiarkan artinya bahwa sinrelaku ber-
tujuan untuix menyiarkan tuduhan 1tu kepada khalayak r. ramai
Untuk' ini tidak perlu tuduuhan itu diucapkan dimuka umum,
bahkan dapat dikatakan dimuka seorang saja, tetapi nampak -
dimak sudkan aBar itu meneruskan tuduhan tersebut kepada o -

rang lain ( Yirjono 1986 : 99 ).

2. Menista dengan surat.

Menista dalam surat dalam bahasa Asinag disebut "sma
ad schrift" tersebut dalam pasal 310 ayat (2) KUHP, yang
berbunyi :

"Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar -
yanqg disiarkan, dipertunjukkan didepan umum atau ditem
pelkan, maka yang berbuat itu dihukum karema menista -
dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empst
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500 (Soesilo -
1983 : 136 )P
Unsur-unsurnya sama dengan menista tersebut dalan pasal 310
ayat (1), ditambah denoan unsur : dilakukan dengan tulisan
atau gambar vang disiarkan atau dipertontonkan ditempat u -
mum, digantungkan atau ditempelkan, juga dalam <urat --surat
kabar, surat selembatan, dan pamflet-pamflet.
Menurut ayat (3) dari pasal 310 KUH" itu, maka perbuatan -
perbuatan seperti tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) itu
tidak masuk tindak nidana menista, atau menista dengan su -
rat (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan itu dilakukan un-

tuk membela kepengingan umum atau terpaksa untuk membela di

ri. Patut tidaknya pembelaan yang diajukan oleh tersangka -
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itu terletak nada pertimbangan nakim. Dalam hal ini hakim
barulah akan mengadakan pemeriksaam apakah betul-betul -
penghinaan itu teélah dilakukan oleh terdakwa karena ter-—
dorong untuk membela kepentingan umum atau membela diri
jikalau terdakwa terdakwa menista untuk diperiksa itu pa-~
sal 312 .

Apabila dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa terdakwa te
lah berbuat penghinaan tersebut betul-betul untuk membela
kepentingan umum atau membela diri' yang dapat dianggap o-
leh hakim, maka terdakwa tidak dihukum. Sebaliknya apabi-
la soal pembelaan itu tidak dianggap patut oleh hakim, ma
ka terdakwa dihukum melanggar pasal 310 KUHP.

Akhirnya, apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap
oleh hakim, sedangkan apa yang dituduh oleh terdakwa itu
tidak benar, terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan
tetapi dihukum karena ﬁemFitnah tersebut dalam pasal 31%-

KUHP ( Soesilo 1983 : 158-159 ),

Untuk membela kepentingan umum misalnya menun juk

kan kekeliruan-kekeliruan dan kelalaian vyang nyata -nya-
ta merugikan atau membahayakan pada umum dari pihak-pihak
yang berwajib.Dan terpaksa untuk membela difi misalnya :
orang yang disamgka telah melakukan perbuatan (sebenarnya
tidak benar), lalu menunjukkan orang yang sebenarnya sa’=
lah dalam hal ini ( Soesilo 1983 : 227 ).

3. Menfitnah.

Menfitnah dalam bahasa gsing disebut " laster "-
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tersebut dalam pasal 311 KUHP yang berbunyi :
"Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista
dengan surat, dalam hal ini diizinkan untuk membukti-
kan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan, dan
jika tuduhan itu dilakukamnya sedang diketahuinya ti-
dak benar, dihukum karena salah menfitnah, dengan hu-
kuman penjara selama-lamanya empat tahun (Soesilo -
1983 : 227 ).
Dalam hal ini si pelaku bBarss membuktikan kebenaran tuduh
annya, jika ia gagal, dianggap tuduhan itu dilakukan de -
ngan kebohongan maka iz dapat dihukum karena menfitnah de
ngan hukuman yang lebih berat, yaitu maksimam empat tahun
penjara. Dan lagi menurut ayat (2), dapat dicabut hak-hak
yang dimuat dalam pasal 35 nomer 1, 2, dan 3 antar= lain
berbunyi :
"Hak-hak sitersalah, yang boleh dicabut dengan keputu
san hakim dalam hal yang ditentukan dalam Kitab Unda-
ng-undang ini atau dalam undang-undang umum yang lain
adalah
1. hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang di -
tentukan
2. hak masuk pada kekuasaan bersenjata (bala tentara)
3. hak memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang-

dilakukan menutut Undang-undang umum (Socesilo 1983
2 227 ).

Untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan ini
diizinkan hanyalah pada fitnah. Pada penohinaan biasa ha-
kim tidak wajib untuk memerintahkan agar kebenaran menge-
nal parbuatan yang dituduhkan itu dibuktikan ( Lamintang-
1979 : 190 ). Juga menurut pasal 313, membuktikan kebenar
an tuduhan ini tidk Hiperbnlehkan apabila kepada si korban
dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut

atas pengaduan, -an pengaduan ini ia concreto tidak ada
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misalnya : apabila orang telah m nyiarkan menuduh seorang
tel2ah berbuat zina (pasal 284), kemudian mengatakan bahuwa
ia telah menyiarkan tuduhan itu karena membela kepenting-
an umum atau membela diri, maka dalam hal ini tidak boleh
diadakan pemeriksaan tentang betul atau tidaknya perihal
perzinaan 1tu apabila dalam hal peristiwa perzinaan 1tu
tidak ada-pengaduah yang diajukan olenh pihak penderita -
(suami atau istri). fasal 1ni (313) sebetulnya mengenai h
hukum acara pidana. Nemikian juga pas:l 314 yang mengata-
kan :

1. Kalau orang yang dihina, dengan kenutusan hakim yang s
sudak berkekuatan tetap, dinyatakan bersalah melakukan
perbuatan yang dituduhkan itu maka penghukuman karena-
menfitnah tidak boleh dijatuhkan, (penghukuman keras -
karena penistaan masih saja dapat dijatuhkan apabila -~
terbukti).

2. Jika denga keputusan hakim yang sudah kekuatan tetap ,
ia dibebaska dari tuduhan itu, maka keputusab hakim i-
ni dianggap membuktikan penuh secara sempurna bahwa tu

" duban itu tidak benar.

3. Jika orang yang dihina sudah mulai dituntut karena per
buatan yang dituduhkan kepadanya itu, maka penuntutan-
karena menfitnah dipertangguhkan sampai tentang perbu-
atan diambil putusan hakim yarg sudah berkekuatan te -
tap ( Soesilo 1983 : 137 ).-'"

Sedang pasal 31? yang berbunyi :

"Membuktikar kebenaran tuduhan itu hanya diizinkan dal

lam hal yang berikut dibawah ini

1. Kalau hakim menganggap perlu akan memeriksa kebenar
an itu, supaya dapat menimbang perkatzan si terdak-
wa, bahwa ia telah melakukan perbuatan itu dntuk ke
pentingan umum atau karena untuk mempertahankzn di-
rinya sendiri.

2. Kalau secrang pegawal negeri yang dituduh melakukan
perbuatan dalam menjalankan kekerjaannya (jabatan -
nya) ( Soesilo 1983 : 136 ). .-

Pembuktian mengenai kesbenaran hal yang dituduhkan
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a. Denoan lisan atau perbuatan, maka nrang vang dihina itu
harus ada disitu melihat dan mendengar sendiri.
b. 8ila dengan surat atau tulisan, maka surat itu harus di
alamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.
Misalnya : A di tempat umum mengatakan: " B adalah anjing"
meskipun B pada waktu itu tidak ada disitu dan tidak mend-
dengar sendiri, maka 3 dapat dihukum. Umpamanya : A tidak
ditempat umum mengatakan pada C : " tahukah B adalah anji-
ng", andaikata C lalu memberitahukan hal itu pada B dan
B lalu mengadu, maka A tidak dapat dihukum, karena R tidak
ada disitu dan tidak mendengar sendiri. Contoh l=2in % ki -
rim surat pada C didalamnya dikatak=an bahwa B adalah an--
jing, C kemudian mencatakan kepada B yang lalu mengadu, -
tetapl A tazdak bisa f8ihukum, karena surat ditu oleh A tidak
dialamatkan pada B, andaikata surat ini berupa kartu pos
(tiap orang dapat membaca), maka A dapat dihukum, meskipun
kartu pos itu tidak dialamatkan kagdada B, akan tetapi sif-

fatnya umum dapat dibaca oleh semua orang.

Kata-kata atau kalimat-kalimat yang sifatnya dapat
dipandang menghina itu, tergantung kepada tempat, waktu -
dan k=adaan pendapat umum di tempat itu. Sudah jelas, bah-
wa kata makian "anjing", sundel, maling,'" dan sebagainya -
itu sifatnya menghina. Kata maling diucapkan terhadap pen=
curi, atau kata sundel terhadap seorang pelacur, meskipun

menyatakan kebenaran, tetapi juga dapat menimbulkan penghi
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naan,

Penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan, misal
nya meludahi mukanya, memegang kepala orang Indonesia, me
dorong lepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Deni-
kian pula suatu sodokan, pukulan, tempelengan, dorongan -
yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dila-
kukan tidak seberapa keras, dapat pula menimbulkan penghi
naan ( Soesilo 1983 : 228-229 ).

5. Mengadu secara menfitnah

Mengadu secara menfitnah dalam kata asing " las -
terlijke aanklacht " tersebut dalam pasal 317 KUHP yang
berbunyi :

"Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh
menuliskan surat pengaduan atau pemberitahuan yang pa
palsu kepada pembesar negara tentang seseorang sehing

ga kehormatan atau nama baik orano datu jadi tersing -
gung, maka dihukum karena mengadu secara menfitnah de

ngan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan (Soe-
silo 1983 : 138 3.;n3

Pengaduan atau pebberitahuan yang diajukan itu ba

ik secara tertalis maupun secara lisan dengan permintaan-
supaya ditulis, harus semgaja palsu. Orang itu harus me -
ngetahui benar-benar bahwa apa yang ia adukan pada pembe-
sar itu tidak benar, sedangkan pengaduan itu akan menye -
rang kehormatan atau nama baik orang yang diaduBan. Peng-
aduan atau pemberitahuan yang keliru atau kurang betul (

(kesalahan yang tidak sengaja) tidak dihukum. Pengaduan -

atau pemberitahuan tertulis yang dimaksudkan dalam pasal
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ini, tidak mensyaratkan suatu penanda tanganan, sehingga
menyampaikan supmat anonim (surat kaleng) yang palsu menim
bulkan juga kejahatan dalam pasal ini. Contoh : mengadu -
secara menfitnah.

Seorang agen polisi karena sakit hati terhadap kepala sek
sinya, menyampaikan surat pengaduan kepada kapala Kepoli-
sian Negara, dimana diterangkan, bahua kepala seksinya i-
tu telah menerima sogokan (suap) sedangkan ia mengetahui,
bahwa yang diadukan itu tidak benar.

Penarikan kembali dikemudian hari, dari pengaduan atau p-
pemberitahuan itu tidak dapat membebaskan tersanoka dari
hukuman. Pengaduan atau pemberitahuan palsu yang dilaku -
kan bukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang
lain, bukan terkena pasal ini, akan tetapi dikeanakan pa-

sal 220 KUHP ( Soesilo 1983 : 161 - 162 ).

6. Menuduh secara menfitnah.

Menuduh secara menfitnah, dalam bahasa Asingnya -
disebut " lasterlijke verdachtmaking " tersebut dalam pa-
sal 318 KUHP yang bunyinya :

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan
menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melaku=
kan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihuku

karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara sela
ma-lamanya empat tahun ( Soesilo 1983 : 138 ). <«

. Unsur yang penting dari pasal ini adalah bahwa se
ngajanya (niatnya) harus ditujukan supaya orang itu ditu-

duh melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (perig
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tiwa pidana) ( Soesilo 1983 : 230 ). Dalam praktek hal i-
ni sering terjadi misalnya, dengan diam-diam menaruh ba-
rang asal dari pencurian didalam rumah orang lain agar
supaya orang ini bila barang itu kepadatan dirumahnya, di
tuduh telah melakukan pencurian, yang sebenarnya ia tidak

mencuri,

Menurut pasal 319, juga tindak pidana " perbuatan
yang bersifat menfitnah " ini dinyatakan hanya dapat di -
tuntut atas pengaduan (klachtdelict).

Penistaan terhadap orang yang telah meninggal.

Seseorang yang telahlh meninggal, sebenarnya tidak -
dapat dihina lagi. Tetapi adalah suatu kenyataan bahwa, a-
pabila seorang yang telah meninggal, dituduh melakukan se-
suatu sehingga nama baik dari orang itu merosot dimata ma=-
syarakat maka para ahli waris dari orang itu merasa ter =~

singqung.

Inilah yang menurut surat Penjelasan pada Rancang-
an KUHP Belanda mendororng pembentuk KUHP untuk memuat pa-
sal 320 vyang bunyinya : Barangsiapa melakukan terhadap se
seorang yang sudah meninggal duania, suatu perbuatan vyang
seandainya ia masih hidup, merupakan tindak pidana menista
atau menista dengan surat dihukum dengan hukuman penjara -
selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-

banyaknya empat ribu lima ratus rupiah,
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Yang diperlindungi ini adalah para ahli waris ter
bukti dari ayat (2) yang menentukan bahwa tindak pidana -
hanya dapat dituntut atas pengaduan seorang keluarga seda
rah atau semenda dalam keterunan yang lurus atau yang me-
nyimpang sampai derajat kedua dari yang meninggal, atau
atas pengaduan suami atau isterinya.

Ayat (3) menambahkan, bilamana menurut hukum adat kekuasa
an bapak dari yang meninggal dapat dilakukan oleh orang -
lain, maka kajahatan ini boleh dituntut atas pengaduan o~

rang itu.

Pasal 320 ditambah dengan pasal 321 yang mengancam
dengan hukuman penjara selama-lamanya satu bulan dua ming
gu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus ru
piah kepada barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan,
atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menchina
atau menista orang yang sudah meninggal, agar ketahuan o-

leh umum.

Apabila tindak pidana ini dilakukan oleh seseora-
ng dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan dulu ia -
pernah dihukum tentang tindak pidana ini, maka dapat dica
but hak menjalankan pekerjaan itu ( ayat 2 ). Menurut a -
yat (3), tindak pidana ini merupakan klacht (delik aduan)
( Wirjono 1986 : 105-106 ).

Pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP merupakan
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segolongan penghinaan dengan variasi-variasi tertentu. Ke
semuanya adalah delik aduan kecuali pasal 316 yang tidak-
memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan ( Bawengan

1979 : 176 ).

C. Hukuman Tindak Pidana Penghinaan

Setiap orang akan dijatuhkan ancaman hukuman bila
mana ia melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pi
dana . Hukuman yang terdapat d~lam ketentuan pidana ini a
da dua macam yaitu :
1+ Hukuman-hukuman pokok
2. Hukuman-hukuman tambahan

Hukuman pokok terdiri dari :

a. Hukuman mati

b. Hukuman penjara

c. Hukuman kurungan dan

d. Hukuman denda.

Sedangkan hukuman tambahan terdiri dari :
a. Fencabutan beberapa hak yang tertentu
b. Perampasan barang yang tertentu

c. Pengumuman keputusan hakim ( Soesilo 1983 : 34 ).

Bagi satu kejahatan atau pelanggatan hanya boleh
dijatuhkan satu hukuman pokok. Komulasi lebin dari satu h
hukuman pokok tidak diperkenankan. Kecuali dalam tindak -

pidana ekonomi dan tindak pidana subversi komulasi hukum=-
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an hukuman dapat dijatuhkan, yaitu hukuman badan dan hukum
an denda. Selain dari satu hukuman pokok, maka dalam bebe-
rapa hal yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pu
la (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Hu-
kuman tambahan ini gunanya untuk menambah hukuman pokok, -

jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian (Soesilo 1983 :36)

Jika kita perhatikan hukuman-hukuman yang dijatuh-
kan terhadap pelanggar yang melanggar ketentuan pidana pa-
da delik penghinaan, dari pasal 310 sampai dengan pasal @ -
3217 KUHP terdiri atas hukuman penjara, hukuman denda, dan
hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak yang ter -

tentu.

Di bawah ini akan disebutkan satu persatu hukuman
yang dijatuhkan atas pelaku tindak pidana penghinaan.
1. Penistaan,

Tindak pidana ini, yang perumusannya dalam pasal -
310 sudah disebutkan diatas, diancam dengan hukuman penja-
ra selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-bany-
nyaknya empat ribu rupiah.

2. Menista dengan surat.

Hukuman pidana jni oleh ayat 2 dinaikkan menjadi -
satu tahun empat bulan apabila perbuatan ini dilakukan de-
ngan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, ata
u tempelkan,., Pasal ini berbunyi :

"Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar -
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yang disiarkan, dipertunjukka pada umum atau ditempel
kan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista de-
ngan tulisan, dengan hukuman penjara selama-lamanya -
satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya-
empat ribu lima ratus rupiah" ( Soesilo 1983 : 136 ).
Menurut pasal (3) yang berbunyi :

"Tidak termasuk menista agau menista dengan sutat, ji
ka ternyata bahwa si pembuat melakukan hal ini untuk

kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk -
mempertahankan dirinya sendiri" (Soesilo 1983 :136 ).

Apabila dalam pemeriksaan itu ternyata, bahuwa ter
dakwa telah berbuat penghinaan tersebut betul-betul untuk
membela kepentingan umum atau membela diri yang dapat di=
anggap hakim, maka terdakwa tidak dihukum. Dan apabila =
soal pembelaan itu dapat dianggap oleh hakim, maka terdak
wa tetap dihukum melanggar pasal 310, yaitu dengan hukum=-
an penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda seba-
nyak-banyaknya empat ribu lima ratus rdapiah,

3. Menfitnah.

Pada pasal 311 (kejahatan menfitnah) dapat diketa
hui bahwa apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap
oleh hakim,’ sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata bah-
wa, apa yang dituduhkan okeh terdakwa itu benar, maka ter
dakwa tidak disalahkan menista lagi (yang terkena hukuman
berdasar pasal 310 KUHP), akan tetapi dikenakan hukuman -
lebih berat lagi yaitu maksimal empat tahan penjara, dan
lagi menurut pasal 311 ayat (2) dapat dicabut pula hak- -

hak yang dimuat dalam pasal 35 nomer 1, 2, dan 3 yaitu :

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentu
kan
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2. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (bala tentara),

3. Hak memilih dan hak baleh dipilih pada pemilihan yang
dilakukan menurut undang-undang umum,

Sedang menurut pasal 314 (1) yang berbunyi :
"Kalau orang yang dihinakan, dengan keputusan hakim -
yang sudah tetap, telah dipersalahkan melakukan perbua
tan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan -
hukuman karena menfitnah ( Soesilo 1983 : 157 .

Apabila orang yang dituduh itu ternyata benar-benar melak

kukan perbuatan yang dituduhkan, maka bagi terdakwa tidak

dikenakan hkukman.

4, Penghinaan ringan.,

Tindak pidana ini dalam pasal 315 dirumuskan seba
gai tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat me
nista atau menista dengan surat, yang dilakukan terhadap
seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau dengan surat
baik dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan -
perbuatan, ataupun dengan surat yang dikirimkan atau dite
rimakan kepadanya, disitu dinamakan penghinaan ringan, -
dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat -
bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu
lima ratus rupiah. Hukuman ini menurut pasal 316, dan ju-
ga hukuman-hukuman tindak pidana menista dan menfitnah da
pat ditambah dengan sepertiga apabila penghinaan ini dila
kukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu menjalan

kan jabatannya secara sah atau mengenai menjalankan jabat

an itu secara sah.

5. Mengadu secara menfitnah,
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Tindak pidana yang dinamakan demikian ini, oleh
pasal 317 dirumuskan : dengan sengaja memasukkan atau me -
nyuruh menuliskan surat pengaduan atau surat pemberitahu-
an yang palsu tentang seseorang kepada pejabat atau instan
si pemerintah sehingga kehormatan atau nama baik orang itu
terserang, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya -
empat tahun, dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak
yang disebutkan dalam pasal 35 nomer 1, 2, dan 3 (telah di
sebutkan diatas).

6. Menuduh yang bersifat menfitnah.

Menuduh secara menfitnah ini tersebut dalam pasal
318 yang menjelaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja -
melakukan suatu perbuatan, dimana agar orang lain dituduh
melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum (peristiwa =~
pidana) yang sebenarnya orang lain tersebut tidak melaku-
kannya., Sehingga orang yang melakukan perbuatan ini dikena
kan sanksi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dan
menurut ayat (2) pasal 318 ini ditambah dengan hukuman tam
bahan berupa pencabutan hak-hak yang tersebut pada pasal -

35 nomer 1, 2, dan 3 KUHP (telah disebut).

Pasal 320 ayat (1) menjelaskan bahwa menista dan
menista dengan tulisan terhadap orang yang telah mati, da
pat dikenakan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan

dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima -

ratus rupiah. Sedang penghinaan ringan (pasal 315) terhadap



orang yang telah meninggal dunia, tidak dikenakan hukuman.

Apabila isi tulisan atau gambar yang menghina ata
u menista berhadap orang yang telah meninggal itu disiar-
siarkan atau lebih disebar luaskan maka sipelaku dikena-
kan hukuman penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu
atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupi-

ah ( pasal 321 ).



65

EAaAe IV
ANALISA TERHADAP JARIMAH JiDZAF DALAM

KATTANKYA DENGAR DELIK PEXGHINAAN

4, Definisi Qadzaf

Untuk menganalisa tenkang definisi jarimah qgadzaf

dalam kaitannya dengan delik penghinaan ini, perlu dijelas
kan kembali mengenal unsurnya dan pengertiannya masing-ma-

sing, sehingga akan nampak jelas dan mudah untuk difahami.

Telah dikemukakan, bahwa jarimah qadzaf ini diru -
muékénsebagai suatu perbuatan dimana seseorang melakukan t
tuduhan terhadap orang lain yang berbentuk tuduhan melaku-
kan perbuatan zina atau dengan cara tidak mengakui hubunaa
nasab antara seorang anak dengan bapaknya,., Apabila tuduhan
ydng dilakukan itu dapat dibuktikan kebenarannya oleh penu
duh dengan mendatangkan empat orang saksi, maka bagi si pe
nuduh tidak dikenai sanksi tuduhan berbuat zina (qadzaf) ,
dan jika penuduh melakukannya berdasarkan motif dusta atau
bohong belaka, maka hukuman had ditimpakan atas pelaku tu-~

duhan dusta tersebut.

Perbuatan menuduh zina yang dilakukan dengan dusta
dapaE'membuat malu bagi si tertuduh dan ia (tertuduh) akan

merasa terserang nama baik atau kehormatannya.

Telah kita ketahui bahwa hal-hal yang dapat membu-
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at terserang nama baik dan kehormatan seseorang ini didalam
KUHP diatur juga pada pasal-pasalnya, dimana tergolong sua-
tu tindak pidana yang namanya delik penghinaan (pasal 310 -
321 KUHP ). Penghinaan ini pengertiannya ialah suatu perbu-
atan yang dilakukan dalam bentuk dengan menyerang kehormat-
an atau nama baik seseorang. Perbuatan menghina ini dilaku-
kan dengan cara~cara sebagai berikut : menista, menista de-
ngan surat, menfitnah, penghinaan ringan atau bersahaja, me
ngadu secara menfitnah, dan menuduh secara menfitnah. Kese-

muanya ini telah Kijelaskan satu persatu pada bab terdahulu

Dari masing-masing pengertian tersebu& tampak bahuwe
masalah tuduhan zina yang dalam hukum Islam disebut dengan
istilah gadzaf secara jelas disebutkan mengenai bentuk tudu
hannya yaitu berupa tuduhan melakukan perbuatan zina atau
dengan meniadakan hubungan nasab antara seorang anak dengan
bapaknya. Sedang menurut KUHP, nampak langsung menyebutkan-
dampak atau akibat sesuatu perbuatan menuduh yano dilakukan
oleh seseorang, yaitu dengan terssrangnya kehormatan atau -
nama baik seseorang. Baru bentuk-bentuk perbuatan menuduh -
itu disebutkan kemudian, yakni dalam bentuk menista, menis-
ta dengan surat, menfitnah, penghinaan ringan atau bersaha-

ja, mengadu secara menfitnah, dan menuduh secara menfitnah.

Untuk mengetahui apakah masalah tuduhan zina yang -

diatur dalam hukum Islam atau masalah qadzaf ini bentuknya
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termasuk sebagai delik penghinaan, dan dapat digolongkan -
dalam bentuk yang mana diantara keenam dari macam-macam de
lik penghinaan tersebut diatas. Sebagai jawaban masalah i-

ni akan dikupas (dianalisa) sebagaimana dibawah ini.

Setelah mempelajari dan memahami masing-masing pe-
ngertian bentuk-bentuk atau macam-macam delik penghinaan -
yang terdapat dalam KUHP, dinama dari keenam bentuk atau
macam penghinaan tersebut, macam yang pertamardisebut seba

gal perbuatan " menista ",

Perbuatan " menista " dalam KUHP dabét difahami se
sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan je-
las menuduh melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau
niat agar hal yang dituduhkan itu dapat tersiar kepada o -
orang banyak. Hal yang dapat dituduhkan disini banyak ma -
camnya, tidak ada batasan tertentu., Aisal saja sifatnya me-
nghina yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
sehingga tuduhan melakukan perbuatan zina (gadzaf) inipun
merupakan perbuatan yang termasuk pula dalam perbuatan '"me

nista ",

Selain unsur menuduh melakukan sesuatu perbuatan -
dari perbuatan "menista'" ini, terdapat satu unsur lagi yak
ni agar tuduhan itu tersiar kepada orang banyak. Ini meman

harus sudah diniatkan sebelumnya oleh si penuduh. Dari un-
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surat"., Pembahasan tentang " menista dengan surat " sama
halnya dengan pembahasan mengenai " menista " sebagaimana
telah diuraikan diatas,

1
'
o

Lain masalahnya jika membicarakan tentang jarimah
gadzaf ini dalam kaitannya dangan macam penghinaan yang
berupa menfitnah. Tentang perbuatan menfitnah ini, dalam
hal tuduhan yang dilakukan itu dapat membuktikan atas ke-
benarannya, maka si penuduh karena berbuat benar, ia ti =~
dak dikenai sanksi hukuman karena perbuatan menfitnah, a-
kan tetapi bila jadi ia dikenakan sanksi karena telah me-
nista. Sebab pihak yang dituduh kemungkinan besar tiHak
terima terhadap apa yang dituduhkan dan ia merasa malu -
terserang kehormatannya dtau nama baiknya, lala ia menga
dukan hal ini kepada hakim. Juga perbuatan menfitnah ini,
dalam hal sipenuduh menuduhkan sesuatu yang tidak benar d
dan penuduhpun mengetahui ketidak benaran hal yang ditu -
duhkan, maka ia telah berbuat dusta, ia dikenai sanksi ka
rena telah melakukan perbuatan menftinah. Hukuman ini le=

bih berat dibanding dengan hukuman karena telah menista.

Dalam hukum Islam, mengenai tuduhan zina yang di-
lakukan atas kebenaran yang hag, bagi si penuduh tetap be
bas sama sekali dari hukuman karena melakukan perbuatan -
menuduh zina (gadzaf). Tidak dikenai sanksi apapun terha-
dapnya karena ia telah berbuat sesuatu yang benar. Dalam

hal initidak berlaku hukuman yang lebih rirgan bagi dia,
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yang berbuat benar. Rahkan si pelaku perbuatan zina itu se
diri yang akan mendapatkan hukuman berat yakni sanksi had -
zina, yang disebutkan dalam surat An Nuur ayat 2. Terkecua
1i terhadap tuduhan zina yang sifatnya dusta, sanksi hukum

an berupa had gadzaf tetap dilaksanakan bagi si penuduh,

Selanjutnya macam penghinaan yang keempat yaitu "=
"oenghinaan ringan" atao '"penghinaan bersahaja'. Pada pasal’
315 KUHP diantaranya disebutkan bahea yang dikatakan peno-
hinaan ringan atau penghinaan bersahaja yaitu tiap-tiap =~
penghinaan dengan sengaja yang tdidak.bérsifat menista atau
menista dengan tulisan dan lain sebagainya. Dari bunyi pa-
sal tersebut dapat diketahui bahwa penghinaan ringan ini
dilakukan dengan jalan tidak bersifat menista yaitu dilaku
kan dengan cara tidak menuduh sesuatu perbuatan, akan teta
pi dengan jalan lain, misalnya dengan mengatakan " asu " ,
" bajingan ", dan sabagainya. 0Oleh karena gadzaf (menuduh
zina) tidak dapat digolongkan sebagai penghinaan ringan.r

'

Macam penghinaan yang ke lima berupa " mengadu sec
cara menfitnah ", dimana pada pasal 317 KUHP disebutkan :-
Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menulis
kan surat pehbgaduan atau pemberitahuan yang palsu kepada p
pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau
nama baik orang itu jadi tersincgqung, maka dihukum karena

mengadu dengan menfitnah, dengan hukuman penjara selama-la
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manya empat tahun. Pada pasal 1ni hal-hal yang diadukan ha
rus berupa perbuatan yang papat menyinggung perasaan nama

baik dan kehormatan seseorang. tedangkan perbuatan menuduh
zina termasuk perbuatan yang dapat menyinggung nama baik
dan kehormatan. Oleh karena itu gadzaf bisa digolongkan se
bagai salah satu perbuatan dari mengadu secara memfitnah -

dan bisa dikenakan hukuman oleh pasal 1in1.

Pengaduan yang dilakukan bukan untuk menyerang na-
ma baik atau kenormatan orang lain bukan terkena pasal ini
akan tetapi dikenakan pasal 220 KUHP. Sehingga dengan demi
kian perbuatan menuduh zina-pun bukan perbuatan yang dimak

sud oleh pasal 220 KUHP.

i

Macam penghinaan yang téfékhir berupa " menuduh se
cara memfitnah " Penghinaan ini ada pada pasal 318 KUHP -
yang berbunyi : Barangsiapa dengan sengaja cdengan melakuka
sesuatu perbuatan, menyebabkab orang lain dengan palsu ter
sangka melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum karena
tuduhan menfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya -
empat tahun. Unsur yang penting dari pasal tersebut adalah
bahwa sengajanya (niatnya) harus dijatuhkan supaya orang -
itu ditudah melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum
(peristiwa pidana). Dan gadzaf (menuduh zina) adalah meru-
pakan suatu perbuatan yang boleh dihukum. Dengan demikian,

gadzaf adalah merupakan salah satu perbuatan yann dapat di
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kenai pasal ini bila memendhi unsur-unsur lain yang terma~-

suk didalamnya.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa tuduhan z
zina (gadzaf) itu termasuk salah satu perbuatan yang apa-
bila dilakukan oleh seseorang terfiadap orang lain, maka =-
pelaku perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi telah me
lakukan delik penghinaan. Karena perbuatan tersebut meru-
pakan perbuatan yang dapat menyerang kehormatan dan nama -
baik seseorang. Demikian pula terhadap tuduhan-tuduhan se
lain tuduhan berbuat zina (qadzaf) yang menurut hukum is~
lam tidak tergolong tuduhan yang terkena hukuman had, akan

tetapi bagi si penuduh akan dikenai hukuman ta'zir.

Berdasarkan KUHP bentuk tuduhan semacam ini dapat
dimasukkan juga kedalam perbuatan yang melanggar pasal-pa
sal yang terdapat pada delik penghinaan, asalkan sifatnya

dapat menyerang kehormatan atau nama baik weseprang.

B. Ancaman Hukumannya

Jarimah qadzaf (menuduh berbuat zina) dikenakan hu
kuman pokok, yaitu jilid dedapan puluh kali, dan hukuman -
tambahan, yaitu tidak diterima persaksiam pembuatnya. Hu -
kuman tersebut dijatuhkan apabila berisi kebohongan. Dan

bilamana tuduhan yang dilontarkan itu tidak memenuhi sya -
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rat-syarat dan ketentuan pelaksanaan had qadzaf, maka bagi
penuduh dikenakan hukuman ta'zir. Akan tetapi jika berisi

kebenaran, maka jarimah gadzaf tidak ada..

Banyak faktor yang menimbulkan jarimah gadzaf, an-
tara lain karena rasa dengki, balas dendam dan persaingan.
Akan tetapi kesemuanya bertujuan satu, yaitu menghina kor-
ban dan melukai hatinya. Dengan jarimah gadzaf pembuat be
maksud menimbulkan derita kejiwaan (memburukkan nama baik-
dan kehormatannya), dan oleh karema itu maka hagus diimba-
ngi pula dengan derita badam.yang harus ditanggung okeh -
pembuat jarimah, yaitu hukuman jilid 80 kali, disamping de
rita kejiwaan atau moral yang harus diterimanya dari masya
rakat, yaitu dinyatakan hapus keadilannya (kejujurannya) ,
dan oleh karena itu maka ia tidak bisa lagi menjadi saksi,

serta mendapat cap abadi sebagai orang fasiq (durhaka).

DEngan demikian pelaksanaan had gadzaf ini akan

dapat melindungi atau menjaga masyarakat dari empat kerusa
kan, yaitu :

1. Dapat menjaga tersebarnga perkataan yang keji dan bohong

2. Kerusakan membuat malu dihadapan umum dapat terjaga

3. Kerusakan menuduh secara batil terhadap kebaikan

4, Karena biasanya tuduhan ini dilakukan oleh orang yang -
mempunyai kedudukan dalam masyarakat atau para pembesar

juga orang yang dianggap mempunyai derajat tinggi, maka
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debgan adanya had gadzaf tersebut orang atau kaum dlu
afa' (lemah) tidak mudah untuk mengikuti atau meniru-
pelakunya, . v a
Dan dengan adanya pelaksanaan had gadzaf ini, maka sedi-
kit banyak akantercapailah tujuan pokok dalam penjatuhan
hukuman menurut syari'at Islam yaitu sebagai pencegahan -

dan pengajaran serta pendidikan,

Tujuan hukuman tersebut tidak jauh berbeda dengan
tujuhan penjatuhan hukuman terhadap pelaku perbuatan pida
na apabila melanggar terhadap larangan yang terdapat da -
lam KUHP yang salah satu diantaranya mengatakan, bahuwa da
sar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan t
tetapi bermaksud juga sebagai pencegahan, mempertakutkan,
mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, dan mempers

baikl orang yang telah berbuat.

Terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dalam KU
HP disebutkan bahwa, hukuman pokok yang dijatuhkan maksi-
mal adalah berupa hukuman penjara selama~lamanya satu bu-
lan dua minggu. Atau hukuman pokok lain yang berupa hukum
an denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah

juga pada beberapa pasal terdapat hukuman tambahan yakni

hukuman berupa pencabutan beberapa hak yang tertentu.

Hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman terhadap pe
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nuduh zinma yang palsu memang dirasa sangat berat sekali ’
yakni dicambuk delapan puluh kali, ditambah hukuman lain
berupa sanksi moral. Ketentuan hukum ini adalah merupakan
ketentuan Allah dalam penetépannya yang tercantum dalam f
firmannya surat an Nuur ayat 4. Dalam penetapan ini dida-
lamnya terkandung hikmah yang sangatibesar bagi kesejahte
raan dan ketentgaman hidup seseoramg dan masyarakat, hu -
kuman tersebut seimbang dengan perbuatan dusta yang dila-
kukan, dibanding apabila kita melihat akibat yang timbul
dari perbuatan itu. Dampaknya bukan hanya menimpa pada di
ri seorang pribadi saja, melainkan seluruh masyarakat i -

kut serta merasakannya.

Akan tetapi menjatuhkan hukuman had terhadap penu
duh zina yang dusta ini pelaksanaannya tidak mudah begi-
tu saja dilakukan, persyaratan-persyaratan dan ketsntuan-
ketentuan yang ditetapkan harus dapat dipenuhi, baik pada
diri gadzif, magdzuf maupun perihal yang dituduhkan (mag-
dzuf bih). Untuk bisa bebas dari hukuman karena tuduhan i
ni, maka bagi sipenuduh disyaratkan mengemukakan saksi se
banyak empat orang. Semua saksi itu haruslah tahu dan
melihat sendiri terhadap perbuatan zina yang dituduhkan -
oleh seseorang. Karena apa yang disaksik&n itu benar dan
benar pula perkataannya atau tuduhannya, maka hukuman had
karena munuduh zina ditiadakan.‘Dan tentu saja bagi pela-

ku perbuatan zina yang akan dikengkan hukuman had zina.



Hukum Islam akan menjatuhkan pula deng:n hukuman -
ta'zir bagi seorang penuduh bilamana persyaratan dan keten
tuan tersebut Hidak dipenuhi. Hukuman inilah yang bentuk d
dan kadarnya ditentukan betdasarkan ketetapan penguasa su-

atu negaraatau Hakim,

Kalau kita melihat ketentuan hukuman yang terdapat
dalam KUHP, teretama mengenai sanksi yang dijatuhkan ter -
hadap pelaku tindak pidana penghinaan, disana terdapat hu-
kuman yang berat bagi seorang penuduh yakni berupa hukuman
penjara selama empat tahuanDengan hukuman yang dilaksana-
kan ini1 tebtu saja sudah dirasakan sebagai suatu balasan
dan siksaan atas perbuatan yang dilakukan, sehingga sudah
cukup membuat rasa menyesal dan jera untuk mengulang kembd
li perbuatan itu. Belum lagi pengaruh hukuman penjara ini
terhadap pihak-pihak yang lain, apabila &kan berbuat tentu
nya diurungkan niatnya dan tidak melakukannya karena lama-
nya hukuman ini. Sehingga bila fliperbandingkan antara huku
man penuduh zina menurut hukum Islam dengan hukuman terhas
dap penuduh zina menurut hukum pasitif (KUHP) apabila dihy
kum penjara empat tahun, maka penderitaan ysng dirasakan -
karena kedua macam hukuman tersebut sudah cukup dianggap -

sebagai siksaan atau nestapa yang sama-sama berat,

Hukuman cambuk (jilid) delapan puluh kali bagi ba=-

dan atau tubuh manusia akan terasa sakit sekali, dan juga
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hukuman moral yang lain. Begitu pula dengan hukuman penja-
ra selama empat tahun. Bagi terhukum yang dikucil dan hi -
dup sebatangkara dalam ruamgan yangvhanya terbatas pada em
pat dinding, tidak berkumpul siapapun, baik teman, anak ,
istri maupun keluargé yang lain. Mungkin yang ada hanyalah
beberapa teman yang statusnya sama-sama sebagai pihak ter-
hukum. Dan masa empat tahun ini bagi terhukum adalah dira-
sakan waktu yang sangat panjang dan lama, sehingga sulit -
dibayangkan kapan bisa.keluar dari dinding penjara. Belum

lagi setelah keluar dari penjara, masyarakat kadang-~kadang
akan mengucilkannya dan hukuman ini merasa terisolir dari

kehidupan bermasyarakat serta sulit untuk mengembalikan ke

percayaannya terhadap orang lain.

Akan tetapi didalam KURP hukuman ini dinyatakan de
ngan kalimat ".....dengan hukuman penjara selama-lamaya em
pat tahun ". Terhadap pernyataan ini dapat diinterprestasi
kan bahwa, hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini paling
lama adalah penjara empat tahun, dan masa ini bisa berubah
menjadi lebih ringan lagi (kurang dari empat tahun) dan
mungkin saja bisa menjadi hanya beberapa bulan saja. Juga
hukuman pokok lain berupa hukuman denda $ebanyak-banyaknya
Rp 4500, Hukuman denda ini bagi orang Indonesia walaupun &~
meralkka Hianggap paling miskin bagi standart kehidupan eko-
nomi di Indonesia, tentunya untuk membayar denda sebanyak -

itu sebagai ganti dari hukuman penjara adalah bukan merupa



kan beban berat, tetap: dirasakan sangat ringan dan mudah
untuk membayarnya dibanding dengan hukuman penajara sela-
ma empat tahun ibu, sehingga bagi: para“terhukum yang sud~
sudah bebas, tidak akan membuatnya jera atau kapok dan se
nang mengulang-ulang perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, bagi para penegak hukum tentunya
tidak gegabah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda yang
hanya empat ribd lima ratus rupiah , apabila perbuatan -
yang dilakukan itu dipandang sebagai tindak pidana yang -

berat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum-
an penjara selama empat tahun menurut KUHP dengan hukuman
cambuk (jilid) sebanyak 80 kali berdasar hukum Iszam yang
dijatuhkan terhadap penuduh zina yang dusta (palsu) ada -
lah sudah cukup dipandang representatif. Akan tetapi apa-
bila terhadap penuduh tersebut kenai hukuman penjara ku -
rung dari empat tahun (lebih ringan) ataupun digant: deng
an hukuman denda maka hal ini perlu ditinjau kembali dan

dipertimbangkan oleh para yurist atau penegak hukum.

C. Analisa Dari Seqgi Dampaknya

Kalau kita perhatikan akibat yang timbul dari per

buatan menuduh zina yang dilakukan oleh seseorang akan
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tampak parah sekalil., Hukum hanya perseorangan atau si kor
ban saja yang menderita, akan tetapi kerusakan masyarakat
lah yang terjadi. Dan ini harus benar-benar dihindari. Ji
ka suatu masyarakat sudah tidak menjunjung tinggi niali -
norma etika dan adat istiadat yang baik, maka akan menun-
jukkan bahwa masyarakat atau kelompok tertentu telah ter-
jadi krisis moral. Ini menandakan bahwa masyarakat terse-
but mempunyai tata cara dan budaya yang sangat rendah dan
merosot. Fitnah menfitnah yang saling tidak ada kepercaya
an antara yang satu dengan yang lain bisa menjadi kebiasa

an dan akan merajalela.

0Oleh karena dampak inilah yang akan timbul, maka
hukuman berat yang dikenakan terhadap pelaku-pelaku penu-
duh zina yang dusta patut dijatuhkan kepadanya., Demikian-

lah hukum Islam mengaturnya.

Akan berlainan lagi, bagi masyarakat yang mengaba
ikan dan tidak menjunjung tinggi norma-norma etika. Dima-
na semua perbuatan dianggapnya sebagai hal yang biasa dan
tidak perlu ada sanksinya, asal perbuatan tersebut tidak
merugikan orang lain. Perbuatan-perbuatan demikian tidak
akan terkena sanksi. Dan ini dijadikan semacam pedoman a-
tau semboyan. Untuk masyarakat yang demikian akan mengaba
ikan pula terhadap masalah tuduhan zina yang dilontarkan

oleh orang lain terhadapnya. Karena perbuatan-perbuatan -
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keji ini telah menjadi budaya dan kebiasaan yang berlakus

Apalagi hanya dituduh, Tentunya bagi korban tidak akan me-
rasa merosot harga dirinya dan tidak tampak adanya rasa ma
lu. Perzinaam saja sudah dianggap sebagai hal yang sudah b
biasa, apalagi hanya dituduh berbuat zina. Sehingga ditu -

duh mencuri akan lebih berharga dari pada dituduh melaku

kan perbuatan zina, dan mungkin melakukan tuduhan mencuri
akan dikenakan sanksi yang lebih berat bagi penuduh dari

melakukan tuduhan berbuat zina yang tiada sanksi apapun.

Kesemuanya itu karena mereka mempunyal pandanggn -
atau manganggap bahwi tidak ada pengaruh atau akibat apapu
terhadap seseorang dan masyarakatnya bila terjadi perbuat

an menuduh zina yang dilakulan oleh orang lain.

Dalam kaitannya dengan hal ini, KUHP juga mengatur

sebagaimana disebutkan atau disimpulkan dibawah ini .

Biarpun seseorang ditubuh segala macam bentuk tudu
han, asalkan sifatnya itu dapat membuat malu sehingga mera
sa terserang kehormatannya dan nama baiknya, maka bagi pe-
nuduh akan dikenakan sanksi. Perasaan terserang Kashormatan
dan nama baik seseorang ini tergzntung pada pribadi perseg
rangan sehingga biarpun dia itu orang baik-baik, kemudian
dia dituduh melakukan perbuatan zina, akan tetapi karena -

dia tidak merasa terserang kehormatan dan nama baiknya, de
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dia merasa yakin terhadap pribadinya sendiri yang bersih -
dan suci, maka bagi penuduh demikdan tidak akan dikenai sa
sanksi. Baru jika dia merasakan bahwa dirinya telah diser=-
rang kehormatannya, lalu maengadukan hal ini kepada hakim,
maka bagi penuduh demikian baru dikenakan sanksi, sehing=
ga adanya hukuman atau sanksi itu tergantung pada si kor =-
ban. Sebab erat kaitannya dengan adanya dampak atau akibat
yang dirasakan olehnya. Jika seorang 1tu merasakan adanya

akibat abau perbuatan yang dituduhkan kepadanya, lalu ia
tidak terima dan m=ngadukan hal ini kepada hakim, maka ba-
rulah sanksi dijatuhkan terhadap penuduh tersebut. akan te
tapli jika dia tidak merasa terserang kehormatangya, maka b
bagi penuduh zina yandg dusta tersebut tidak dikenakan sa-

nksi.

Dengan demikian gdanya perbuatan menuduh zina ini
bisa jadi sikorban tidak merasakan sama sekali akibat yan
yang dituduhkan. Walaupun etreknya dirasakan oleh seluruh
masyarakat. Dan penuduh tidak mendapatkan sanksi apapun -

karena tidak ada pengaduan dari si korban.

Akan tetapi dalam hukum Islam masalzahini bagi pe-
meluknya akan tetap dianggap sengat berharga sekali, dan
harus dijunjung tinggi, karena nilai-nilai Islam telah mg

rasuk di kalbu setiap muslim. Sehingga bagi pribadi mus -

lim jika ditimpa musibah tersebut (dituduh berzina), hal
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yang demikian merupakan pukulan yang berat baginya dan me=
rupakan beban batin yang tiada hentinya. Demikian pula yang
akan terjadi dimasyarakat. Olehnkarena itu untuk memberi -

sanksi terhadap sipenuduh tidak harus menunggu ada atau ti

dak:adanya pengaduan dari pihak korban yang dituduh.

Yang jelas adanya perbuatan menuduh zina (gadzaf )
ini akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan atau dam
pak yang negatif, Hukum Islam memandang, dampak negatif te
tersebut selain dirasakan oleh pribadi yang bersangkutan -
juga masyarakatpun tidak ketinggalan. Jadi disamping hak -
perseorangan hak masyarakat juga sangat dominan dalam'meni

lai perbuatan tersebut dan memberi sanksi.

KUHP berbeda dengan hukum Islam, menurut KUHP dam-
pak negatif tersebut hanya merupakan hak pribadi atau indi
vidu semata., Jadi dirasakan atau tidak tergantung pada di-
ri si korban, masyarakat tidak boleh menentukan hak ini -

dan tidak berhak untuk bisa ~menjatuhkan hukuman,
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Menurut hukum Islam hukuman had gadzaf dikenakan ter
hadap pelaku jarimah gadzaf jika perbuatan itu memer
nihi ketentuan dan persyaratan sebagai beriku :

a, Syarat bagi pelaku yaitu bahwa ia bermaksud atau
berniat melakukan tindak pidana

b. Bagi tertuduh (magdzuf) ialah bahwa dia itu ter-
golong orang yang baik-baik (ihshan).

c. Perbuatan yang dituduhkan (magdzif bih) itu beru-
pa menuduh zina atau tidak mengakul hubungan na -
sab atau keturunan,

2. Perbuatan tuduhan zina (gadzaf) itu termasuk salah
satu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi telah me
lakukan delik penghinaan yang diatur dalam KUHP pa-
sal 310 - 321. Demikian pula terhadap tuduhan=-tuduh
an selain tuduhan berbuat zina (qadzaf) yang menu=
rut hukum Islam tidak tergolong tuduhan yang terke-
na hukuman had, akan tetapi dita'zir, berdasarkan -
KUHP bentuk tuduhan semacam ini dapat dimasukkan ju
ga ke dalam perbuatan yang melanggar pasal-pasal -
yang terdapat pada delik penghinaan, asalkan sifat-
nya dapat menyerang nama baik dan kehormatan seorang.

3. Jarimah gadzaf dengan delik penghinaan terdapat kait



kaitannya atau hubungan yang erat, dimana antara ke~
dua mamam perbuatann tersebut apabila dilakukan sese
orang akan manimbulkan dampak yang negatif, yakni da
pat merusak dan mencemarka nama baik dan kehormanan

seseorang.

B. Saran-saran

1. Tuduh menuduh iri sebaiknya tidak dilakukan oleh si-
apapun bila tidak didasarkan atas bukti-bukti yang b
benar sehingga terjadi fitnah.

2. Bagi para hakim hendaknya tidak begitu mudah untuk -

| menjatuhkan hukuman ringan terhadap para penuduh zi-
na yang dusta, karema efeknya yang timbul dari perbu

atan ini sangat besar.
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